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EVALUASI KINERIA

Oleh : hoJ Dr. PayamanSlmanJuntah *)

alah suatu

proses penilaian pelaksanaan tugas

(performance) seseorang atau sekelompok

orang atau unit-unit kerja dalam satu

perusahaan atau organisasi sesuai dengan

standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan

lebih dahulu.

Kinerja inOividu adalah tingkat

pencapaian atau hasil kerja seseorang dari

sasaran yang harus dicapai atau tugas yang

harus dilaksanakan dalam kurun waKu

tertentu. Kinerja perusahaan atau organisasi

adalah tingkat pencapaian sasaran atau

tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan

tersebut dalam kurun waKu tertentu. Dengan

demikian, evaluasi kinerja berarti memberi

nilai atas pekerJaan yang dilakukan oleh

seseorang dan untuk itu diOerikan imbalan,

kompensasi atau penghargaan. Evaluasi

kinerja merupakan cara )rang paling adil.

dalam memberikan imbalan atau

pdhgtrargaan kepada pekerja.

Setiap orang pada umumnya ingin

berprestasi dan mengharapkan prestasinya

diketahui dan dihargai orang lain. Orang yang

berprestasi dan,'rrnemperoleh penghargaan

dari atasan atau masyarakat cenderung

untuk mempertahankan bahkan

meningkatkan prestasi'tersebut. Untuk itu

perlu standar pengukuran, supaya dapat

secara objektif dan adil membedakan

pekerja yang Oerprestasi tinggi dan pekerja

yang mempunyai kinerja rendah.

terutama bila

penyimpangan.

masih banyak pekerja yang enggan

menghadapi evaluasi kinerja, karena fiereka

melihatnya sebagai alat pimpinan untuk

memberikan hukuman.

Evaluasi kinerja atau yang dapat pula

penilaian prestasi kerja merupakan bagian

dari fungsi manaiemen yang penting yaitu

evaluasi dan pengBwasan (evaluating

controlllng).

Evaluasi kinerja sekarang ini merupakan

keharug-ap, .. dan. sudah terus-menerus

dilakukan, terutama dengan melibatkan para

pelanggan. Para pelanggan sering diminta

memberikan evaluasi misalnya terhada

kualitas barang yang dUual, kua

pelayanan- yang diberikan, sikap karyawan

yang melayani, dan lain{ain. Oleh sebab

itu tidak perlu ditakutkan bahkan harus

disambut baik.

Sebagai ba$an dari fungsi manajemen,

proses evaluasi kinerja men$kuti tahapan

perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan

evaluasi.

1. Tujuan EvaluaslKlnerJa

Tujuan eraaluasi kinerja adilah

untuk menjamin pencapaian sasaran

dan tujuan perusahaan. Evaluasi

kinerja perusahaan dilakukan untuk

mengetahui . posisi perusahaan,

terjadi kelambatan atau
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segera

penyebabnya, diupayakan mengdtasinya, dan

dilakukan percepatan. Demikian juga bila

terjadi penyimpangan, harus segera dicari

penyebabnp untuk diatasi dan diluruskan

atau diperbaiki' sehingga dapat mencapai

sasaran dan tujuan sebagaimana

direncanakan semula.

Kinerja perusahaan merupakan

akumulasi kinerja unit-unit organisasi dan

kinerja semua individu mulai dari pekerja

operasional hingga manajemen. Oleh sebab

itu evaluasi kinerja unit-unit organisasi dan

evaluasi kinerja perorangan perlu dilakukan

supaya dapat mengetahui simpul-simpul

keterlambatan dan atau penyimpangan untuk

kemudian diatasi dan diperbaiki.

Evaluasi kinerja perusahaan

dimaksudkan untuk mengetahui poSlsi dan

tingkat. pencapaian sasaran perusahaan,

terutama untuk mengetahui bila terjadi

kelambatan atau penyimpangan supaya

segera diperbaiki, sehingga sasaran atau

tujuan dapat tercapai. Hasil evaluasi

kinerja perusahaan juga digunakan untuk

menpsun rencana kerja perusahaan

selanjutnya.

Evaluasi kinerja kelompok atau unit kerja

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat

pencapaian sasaran kelompok atau unit kerja

tersebut dalam rangka pencapaian sasaran

organisasi atau perusahaan. Hasil evaluasi

kinerja kelompok' at", bagian unit kerja

digunakan untuk meluruskan dan atau

mempercepat proses produksi bila terdapat

penyimpangan dAn keterlambatan, serta

n
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roncaha', yang sedang berjalan dan atau

sebagai bahan perencanaan ke depan.

' Evaluasi kinerja merupakan tahap

akhir dari siklus manajemen kinerja. Evaluasi

kiherja dilakukan untuk mengetahui

seberapa jauh rencana kinerja telah

dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan

pembinaan kinerJa telah dicapai. Evaluasi

klnerja teiiebut .sekaligus harus mampu

mengindikasikan masalah-masalah yang

tel6h dihadapi. Semuanya digunakan untuk

penyusunan rencana kerja tahap berikutnya.

2. M.anfaat EvaluaslKlnerja

a. Penlngkatan Klnerja

Terutama bila hasil EK menunjukkan

kinerja seseorang rendah atau di bawah

standar yang telah,ditetapkan, maka orang

yang bersangkutan dan. stasannya akan

segera membuat segala upaya untuk

meningkatkan. kinerja tersebut, misalnp

dengan bekerja lebih keras dan tekun. Untuk

itu, setiap pekerja perlu menyadari dan

memiliki:

r Kemampuan tertentu sebagai dasar

untuk mengembangkan diri lebih lanjut;

r Keinginan untuk terus :belajar dan

meningkatkan kema mpuan kerja;

r Sikap tertarik pada pekerjaan dan etos

kerja yang tinggi;

r Keyakinan untuk berhasil.

b. PengembanganSDM

EK sekaligus mengidentifikasi kekuatan

dan kelemahan setiap individu, serta potensi

yang dimilikinya.
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dan

dimaksud dapat mengoptimalkan

pemanfaatan keunggulan dan potensi

individu yang bersangkutan, serta menEatasi

dan mengkompensasi kelemahan-

kelemahannp melalui programpelatihan.

Manajemen dan individu yang bersangkutan
i'dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki

oleh setiap individu, baik untuk memenuhi

kebutuhan perusahaan atau organisasi,

,maupun dalam rangka pengembangan karier

mereka masing-masing.

c. PemberlanKompensasl

Melalui EK individu, dapat diketahui

siapa yang memberikan kontribusi besar dan

siapa yang memberikan kontribusi kecil

,dalam 
,pencapaian hasil akhir organisasi

btau perusahaan. Pemberian imbalan atau

.Iomperisasi yang adil haruslah didasarkan

kepada kinerja atau kontribusi . setiap orang

kepada perusahaan.

Pekerja JEng menampilkan EK yang tinggi

patut diberi kompensasi, antara lain berupa :

pemberian penghargaan langsung dalam

bentuk surat penghargaan dan atau uang;

pemberian bonus yang lebih besar daripada

pekerja lain; dan atau percepatan kenaikan

pangkat dan atau gaji.

d. Prqram Peningkatan Produktivitas

Dengan mengetahui kinerja masing

masing individu, kekuatan dan kelemahan

masing-masing serta pobnsi yang mereka

miliki manajemen dapat menyusun prqgram

peningkata n prod uktivitas perusa haa n.

e.

Hasil EK sangat bermanfaat untuk

menyusun pro$rafn:program kepegawaian,

termasuk promosi, rotasi dan mutasi, serta

perenca naan karier pegawa i.

f. lvlenghindari Perhkuan Dbkrtmlnasl

EK dapat menghindari perlakuan

diskriminasi dan kolusi, karena setiap

tindakan kepegawaian akan . didasarkan

kepada kriteria obyeKif, yaitu hasil evaluasi

kinerja.

3. Slstem FgrdukurgEualuasl KlnerJa

, Pebksanaan evalumi kinerja perlu

didukung oleh beberapa,sistem. pertama,

perlu metode atau cara 'pengukuran,

pelaksana, dan waktu pengukuran EK.

Kedua, untuk'pengukuran tersebut perlu

ditentukan stand,ar atau tolok ukur sebagai

bahan pembanding atau t€rhadap mana

pencapaian individu, unit kerJa, atau

pencapaian organisasi dibandingkan.

Standar kinerja untuk beberapa jabatan

tertentu, terutama yang men€lhasilkan

barang )rang bersifat fisik, biasanla

dapat mudah ditentukan. Namun bagi

jabatan lain yang menghasilkan jasa, kinerja

seseorang hanp dapat dibandingkan

terhadap uraian jabatannya. Sebab itu
sistem. pendukung )€ng k€tEa adalah

uraian tugas. Setiap individu harus

mempunyai uraian jabatan )rang jetas. Uraian

jabatan perlu dirumuskan sedemikian

rupa "'sehingga ' mudah diukur secara

kuantitatif.
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dirumuskan sebagai hasil dari analisis

jabatan. Dengan kata lain, analisis jabatan

merupakan sistem pendukung EK yang

penting.

,Evaluasi kinerja dirasakan bermakna

bila hasilnya dapat dimanfaatkan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, hasil EK

dapat dimanfaatkan untuk beberapa tujuan.

Untuk itu perlu dipersiapkan atau disusun

sarana atau sistem pendukung.

Pertama, sistem promosi dan mutasi.

Tenaga yang berhasil mencapai kiner,ia yang

prima, potensial untuk dibebani

tanggun$awab yang lebih besar melalui

promosi, atau diberi kesempatan

memperkaSa Bengalaman melalui mutasi.

Kedua, sistem pemberian imbalan

atau kompensasi. Orang )€ng berprestasi

memberikan kontribusi !4anE lebih besar,

wajar memperoleh imbalan yang lebih besar.

Ketrga, perencanaan karier. Setiap

orang akan terdorong untuk meningkatkan

kinerjanya bila hal itu membuka peluang

untuk meningkatkan kariernya.

Keempat, terutama ba$ pekerja yang

mempunyai kinerja di bawah standar perlu

ditingkatkan kemampuan dan

kOmpetensinya, baik rnelalui program

pendidikan dan pelatihan maupun melalui

pemberdayaan serta pengembangan sikap

dan etos kerja.

kinerja perusahaan png rendah menuntut

supaya di perusahaan disusun program

peningkatan produKivitas yang menyeluruh

dan teiintegrasi. Hal ini dapat djlakukan

antara lain dengan perbaikan sistem kerja

dari rnanajemen, penerapan teknologi teiiat
guna, serta peningkatan kompetensi dan

profesiona lisme sumberdaya manusia.

4. tobkUkur
' Tingkat pencapaian pelaksanaan

tugas seseorang atau evaluasi kinerja

kelompok atau evaluasi kinerja perusahaan

memhrttihkan tolok ukur sebagai alat

pembanding atau alat ukur. Tolok ukur

dapat .berbeda sesual dengan sifat

pekerjaan atau jabatan masing-masing.

Beberapa jenis tolok ukur diuraikan di bawah

ini.

Pertama, adalah sasaran atau target

sebagaimana telah dirumuskan atau

dinyatakan dalam rencana kerja, misalnya :

o menaflami 1O heKar lahan perkebunan

dengan bibit kelapa sawit dalarn 3

bulan;

I mengaspaf 50 km jalan dalam 4 bulan;

I mengurangi waktu pendaftaran dan

waktu tunggu 'pasien sampai 5O%,

dengan tetap menjaga tingkat

kepuasan pelanggan sebesargO%;

I merancang dan membuat prototipe

sebuah tongkat ski baru yang dapat

dilipat Oitam 9O hari, yang 1OOP/6

sesuai dengan spesifikasi dan anggaran;
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pat menca tahan atau

usia penggunaan, disain, dan kenyamanan

menggunakannya. Kualitas dapat dirasakan,

dilihat atau diraba. Produk-produk

berkualitas tinggi dapat dijuat dengan harga

yang lebih tinggi.

Setiap pelaksanaan tugas selalu

membutuhkan waKu sebagai masukan.

Waktu merupakan sumberdaya yang

mehal, 'karena dia terbatas, tidak dapat

disimpan atau ditunda

Oeh sebab itu, setiap waktu harus

digunakan secepat mungkin dan secara

optimal. P6nundaan penggunaan waktu

dapat " menimbulkan berbagai

ill 

'frl'l;f;ffT:rt*nffi

lll Kedua, standar umum, baik yang

lll 
ditetaOt<an sebagai ketentuan atau pedoman

lll oten instansi resmi, maupun yang diterima

ffl 
secara konsensus di tingkat nasionat atau

lll 

internasionar.

il Ketlga, standar yang tetah ditetapkan

fl 
secara khusus misatnya dalam menerima

ll 

-"* kontrak.

ll Keempat, uraian tugas atau uraian

ll 
jaOatan menggambarkan pekerjaan atau

ll 
tueas yang harus ditaksanakan oteh pejribat

ll yang bersangkutan.

il

ll Ketlma, misi dan atau tugas pokok

ll organisasi atau unit organisasi 
;

ll r"nee"rbarkan apa )€ng narus oicapai 
I

ff "r"rr 
organisasi tersebut datam rurun waftu 

I

ll ffi*ns torok ukur tersebut *." 
I

I Oasarnp mempunyai dimensi kuantitas, I

I 
Xuatitas, waktu dan kecepatan, nilai dan 

I

I biaya, persentasi dan indeks yang I

I 
men8eunaran sistem nemuoootan. 

I

I 
Pencaoaian sasaran atau target dahm 

I

I 
kuantitas dapat diukur secara absolut, 

I

I oalam persentase atau indeks. 
I

I 
Kualitas bersifat retatif, sehingga tiOaf 

I

I 
mudah diukur, dan sangat tergantung OaOa 

I

I selera konsumen. 
I

konsekwensi biaya besar oan xerdlian. 
I

Mlsalnya menunda memenuhi 
I

permlntaan petanggan pada m"t 
I

)€ng diinginkan dapat berakibat Oia 
I

berubah pikiran dan pergikepada OroOusen 
I

lain. Aspek nitai barang atau jasa yang I

dihasilkan dapat dinitai dalam harga atau 
I

rupiah. Nilai tersebut pertu dibandingkan 
I

terhadap biayaa yang dikeluarkan untuk 
I

menghasilkan barang dimaksud. Bila nihi 
I

hasil tidak berbeda dengan signifikan atau 
I

bahkan hanp sama atau justru lebih kecil 
I

dari biayra yang dikeluarkan, hasil kinerja I
juga menjadikurang bermakna. 

I

s. 'Fehku Eratrns Ktneda 
I

Yang metakukan evaluasi kiner;a I
karyawan biasanya adalah atasan langsung. I
Evaluasi kinerjet unit atau bagian organisasi J
adalah Kepala unit itu sendiri. l
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langsung pada umumnla mCmF nyai tseberapa perusahaan
kesempatan dan akses )€ng luas untuK'f dengan melakukan kombinasidua atau lebih
mengamati dan menirai prestasi kerJa I cara )€ng dikemukakan di atas.
bawahannya. Namun, penilaian oleh atasan I

langsung sering dianggap kurang obyektif. I a. waktu petaksanaan

Setiap pekerja atau kan/iawan pada

dasarnya merupakan orang yang paling

mengetahui apa yang dia lakukan sendiri.
Oleh sebab itu, masing-masing individu

dapat diminta mengevaluasi kinerjanyra

sendiri, baik secara tidak langsung melalui
laporan, maupun secara langsung sesuai
dengan permintaan dan petunjuk.

Setiap . individu melaporkan hasil yang

dicapai dan mengemukakan alasan_alasan

bila tidak mampu mencapai hasil yang

ditargetkan.

Untuk lebih menjamin obyektivitas penilaian,

perusahaan atau organisasi dapat pula

membentuk Tim Evatuasi Kinerja yang

dianggap dapat obyektif baik untuk
mengevaluasi kinerja individu maupun untuk
mengevaluasi kinerja kelompok dan unit
atau bagian organisasi.

Sebagai bahan pelengkap penitaian,

akhir-akhir ini sudah mulai banpk
perusahaan yang juga meminta .bawahan

memberikan penila ian kepada atasann)€.

Demikian juga dalam rangka meningkatkan
pelayanan atau guna semaksimal mungkin

membeli kepuasan kepada pelanggan dan
masyarakat pada umumnya, mereka diminta
memberikan penilaian atas pelaya:na[ ]€ng
diberikan oleh perusahaan, unit kerja dan

atau individu.

Evatuasi kinerja dapat . dilakukan
gesuai dengan kebutuhan atau
menurut kondisi pekerjaan atau kondisi
perusahaan.

Pertama, bagi pekerjaan yang

bersifat sementara atau harus diselesaikan

dalam waKu yang relatif pendek,

evaludsii ,kinerja dilakukan menjelang

atau segera setelah pekerjaan itu
diselesaikan.

Kedua, untuk pekerjaan tatam
jangka lama, seperti unlt-unit dalam satu
perusahaan atau organisasi, evalubsi
kinerja dilakukan secara rutin periodik.

Evaluasi tersebut dapat dilakukan setiap
hari, setiap akhir minggu, setiap akhir
kuartal, setiap akhir semester ata* setiap

akhir tahun.

Ketiga, evaluasi kinerja , dapat
dilakukan secara khusus pada saat tertentu
bila dirasakan timbul masalah atau
penyimpangan sehingga pertu melakukan

tindakan korektif.

Keempat, evaluasi kinerja diperlukan

untuk atau dalam rangka program

organisasi dan *epegawaian, seperti

identifikasi kebutuhan latiharri perencanaan

karier, pemberian penghargaan, rotisi
dan, promosi, penyusunan skala upah,
perencanaan Rarier, analisis jabatan, dan

lain-lain.
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JAMINAI\I PEMELIHARAAN KESEHATAN
TENAGA KERJA WANITA

OIeh : Drs. Mohd. Syaufii Syamsuddin, SH, MH

A. Tinjauan Tentang Jaminan Sosial

Pelaksanaan jaminan sosial di
lndonesia bersumber pada landasan idiil
Pembukaan UUD 11945 sebagaimana
tercantum pada alinea keempat yang

menyebutkan bahwa salah satu tujuan
negara lndonesia adalah memajukan
kesejahteraan umum sehingga dapat
tercapai masyarakat yang adil dan makmur.
Menurut UU.No.6/1974 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial,
pengertian jaminan sosial adalah "Seluruh

sistem perlindungan dan pemeliharaan

kesejahteraan sosial bagi warganegara yang

diseleng-garakan oleh pemerintah danlatau
masyarakat guna memelihara taraf
kesejahteraa n sosia 1".

Menurut ILO jaminan sosial adalah
"Jaminan yang diberikan kepada masyarakat
melalui suatu lembaga tertentu yang dapat
membantu anggota masyarakat dalam
menghadapi resiko yang mungkin
dialaminya, misalnya jaminan pemeliharaan

kesehatan atau bantuan untuk mendapat
pekerjaan yang bermanfaat". Disamping itu,
ILO juga menyebutkan ada tiga kriteria yang

harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat
dikatakan sebagai program jamlnan sosial:
1. Tujuannya berupa perbwatan medisyang

bersifat penyembuhan atau pencegahan
penyakit, memberikan bantuan
pendapatan apabila terjadi kehilangan

sebagian atau seluruh pendapatan, atau
menjamin pendapatan tambahan bagi
orang yang bertanggung jawab terhadap
keluarga.

2. Terdapat undang-undang yang mengattii
tentang hak dan kewajiban lembaga yang

melaksanakan kegiatan ini.

3. Kegiatan diselenggarakan oleh suatu
lembaga tertentu.

Menurut Rejda yang dikutip oleh
Purwoko (1999:6), salah satu tujuan dari
penyelengig:araan jaminan sosial adalah
untuk" rnempertahankan daya_ beli
masyarakat dalam menghadapi terjadinya
ketidakamanan ekonomi.

Kenyataannya sebelum suatu
masyarakaf menca!ai kondisi ekonomi yang

aman, seringkali diawali dengan kondisi
ketidakamanan ekonomi sebagai
konsekuensi yang logis dari masalah
kebijakan makro ekonomi. Kebijakan yang

luas tersebut salah satu diantaranya
menyebabkan munculnya perbedaan

pendapatan antara golongan masyarakat
atas dan masyarakat bawah.

Akibatnya terjadi ' ketidakamanan

ekonomi yang apabila terus dibiarkan dapat
menimbulkan konflik atau disintegrasi

didalam masyarakat. Bagan berikut ini akan
memperlihatkan kaitan antara keamanan
ekonomi, ketidakamanan ekonomi dan
jaminan sosial.

Bagan : Kaitqn antara Keamanan Ekonomi,.
Ketidakamanan Ekonomi dan Jaminan
Sosial:
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TARGET OF ECONOMIC SECURITY
 
I

I

Yersus

I
It

CAI]SES OF ECONOMIC INSECT]NTY

Unemployment

Subsislence wage level

Poor lealthfacilities

(Sumber: Purwoko, 19997\

High inflation

. Premature death

. Old age probtem

THEGOAL OF SOCIAL SECUNTY
Social insurar.tcle

Social qssistdnce

Demogranl program
Superannuation

keamanan ekonomi akan tercapai apabila

suatu negara mampu mengurangi unsur-

unsur ketidakamanan ek6nomi, dan

permasalahan ketidakamanan ekonomi

hanya dapat diatasi dengan jaminan sosial,

Secara spesifik konsep jaminan sosial

cenderung dikaitkan dengan program

superannaation, demogran, bantuan sosial

dan program asuransi sosial (Punrvoko,

1999:48).

Superannuation merupakan program

jaminan sosial dengan sistem perpajakan,

dimana seseorang mendapat perlindungan

dari program jaminan sosial yang biayanya

berasal dari pajak penghasilan setiap warga

negara. Misalnylia pemberian bantuan

finansial bagi mereka yangterkena PHK.

jaminan sosial yang berhubungan dengan

masalah lanjut usia. Disini pemerintah ikut

bertanggung jawab mengatasi masalah

mereka misalnya dengan memberi bantuan

finansial bagi lanjut usia yang menghadapi

keterbatasan biaya hidup.

, Adapun program bantuan sosial lebih

dikonsentrasikan pada upaya pengentasan

kemiskinan. yang terjadi secara struktural

termasuk pemberian bantuan finansial bagi

mereka )€ng tidak memiliki tempat tinggal.

Sedangkan asuransi sosial adalah

program perlindungan dasar bagi pekerja

beserta keluarganyaa terhadap resiko sosial

dalam kaitannya dengan hubungan

industridl seperti kecelakaan kerja,

kem6tian, kesehatan dan haritua.
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oleh pemberi kerja namun pekerja juga ikut

membayar iuran. Jenis asuransi ini berbeda

dengan asuransi komersial yang seutuhnya

dibiayai sendiri oleh peserta sesuai dengan

jenis asuransi yang diikutinya. Tabel berikut

ini akan memperlihatkan perbedaan antara

asuransi sosial dengan asuransi komersial.

Menurut Kertonegoro (1982:37),

asuransi komersial merupakan cara lain

untuk menanggulangi resiko sosial dan

ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta.

Meskipun bagi yang ingin menjadi peserta

asuransi ini terlebih dahulu dilakukan seleksi

terutama menyangkut kesehatan dart usia,

namun tetap mengandung semangat gotong

royong sebagai bentuk distribusi resiko.

Disamping konsep untuk

memperluas wawasan tersebut diatas,

beberapa teori atau konsep yang digunakan

untuk menganalisa data akan diuraikan pula

berikut ini.

Asuransi Social dil Komorsial

l(rnkb&0k Alunnll Soshl
Arunnrl
l(onelllel

1. Kepesedaan Wajib secara kolektif
surareh, group &
indMdu

2. Bosamya
sanfunan

Shndar minimum
Tery$tung dad
kehohan

3. Dasar
sanhman

UU&PP Sesuai kontrak

4. Odentasi Kesejahbraan Prinsip curansi

5. Peryebnggara Badan nidaba
Pemednhh &
$nash

6. Pendaraan

r loax openuKan rufi
tundiu tetapi
pemerinbh ikut
msdhr

Dipedutar tull
fundiru lO0oidari
peserh

7. Sasaran
invEfra Obligasi p€merintdr Pofiftilio hveshd

8.Oblek paltk Tidak Ya

9. Peijamin Pemefinbh Tidak ada

PutYtoko,

Konsep kebutuhan sangat terkait

dengan konsep manfaat, dan adanya

kenyataan bahwa manfaat suatu program

dapat diketahui melalui kebutr,rhan yang

dirasakan oleh pengguna pelayanan program

tersebut, menjadi alasan pembahasan

konsep kebutuhan pada bab ini. Pada tahun

1976; istilah kebutuhan pokok atau basic

human n-beds pertama kali muncul saat

diadakannya konferensi ILO di Kenya. Dalam

konferensi ini disarankan agar strategi dan

politik peinbangunan suatu negara lebih

diprioritaikan pada tujuan untuk memenuhi

keb€tuhan pbkok masyarakatnya.

Menurut Manullang seperti yang

dikutip oleh Pitomo (1-:982:2); ada dua

bentuk kributuhan manusia yaitu kebutuhan

primer (pokok) dan kebutuhan sekunder.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang

paling utama atau penting bagi manusia

untuk dapat mempertahankan hidup seperti

makan, minum, pakaian dan perumahan.

Sedangkan kebutuhan sekunder adalah

kebutuhan $ang diperlukan manusia guna

melengkapi kebutuhan primer, seperti

peralatan rumah tangga, sanitasi,

transportasi, kesehatan dan pendidikan.

Lebih lanjut menurut Green (1978:7)

& KoentjorGJakti (1978:15) yang. dikutip

oleh Pitomo (1982:34), m€lngungkapkan

ada lima sasaran untuk memenuhi

kebutuhan iokok yaitu :
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pangan,

sandang, papan atau perumahan, dan

berbagai kebutuhan yang dipandang

perlu.

2. Dibukanya kesempatan luas untuk

memperoleh berbagai jasa, pendidikan

untuk anak dan orang tua, program

preventif dan kuratif kesehatan, air

minum, pemukiman dengan lingkungan

yang mempunyai infrastruktur dan

komunikasi.

3. Dija.minnya hak untuk memperoleh

kesempatan kerja yang produKif

(termasuk menciptakan sendiri) yang

memungkinkan adanyia balas jasa

setimpal untuk memenuhi kebutuhan

rumah tangga.

4. Terbinanya prasarana yang

memungkinkan produksi barang dan jasa

sesuai dengan kemampuan dan

menyisihkan sebagian. upah yang

diterima untuk membiayrai usaha

selanjutnya.

5. Menjamin adanya partisipasi masyarakat

dalam pengambilan keputusan dan

pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan konsep kebutuhan manusia

tersebut diketahui bahwa kesehatan

termasuk dalam kebutuhan sekunder.

. Meskipun demikian, dalam dunia kerja

kesehatan merupakan salah satu hal penting

karena tidak terpisahkan dari proses

produksi barang dan jasa.

Apabila dikaitkan dengan kebutuhan

kesehatan seorang pekerja, maka Herzberg

menjelaskannya melalui Teori Motivasi Dua

Faktor.

yang dikutip oleh Hasibuan

(1990:191), Herzberg beranggapan bahwa

seseorang dalam melaksanakan pekerja-

ann)€ dipengaruhi oleh dua faktor yang

merupakan kebutuhan, yaitu: 1) Faktor-

faktor pemeliharaan (Malntenance.

factors)dan 2) FaKor-faktor motivasi

(Motlvatlon factors)

Faktor-faktor pemeliharaan

berhubungan dengan kebutuhan manusia

yang ingin memperoleh ketenteraman

badaniah. Kebutuhan ini menurut Herzberg

merupakan kebutuhan yang berlangsung

terus-menerus, karena kebutuhan ini akan

kembali pada titik nol setelah dipenuhi.

Adapun yang termasuk dalam faktor

pemeliharaan ini meliputi gaji, kondisi fisik

pekerjaan; kepastian kerja, supervisi yang

menyenangkan, mobil dan rumah dinas

termasuk pula jaminan sosial bagi tenaga

kerja.

Hilangnya faktor-faktor tersebut dapat

menyebabkan timbulnya ketidakpuasan dan

absennya karyawan bahkan dapat menye-

babkan karyawan keluar dari tempat

kerjanya, oleh karena itu faktor

pemeliharaan ini perlu mendapat perhatian

dari pimpinan agat produktifitas kerja

karyiawan dapat meningkat.

Sedangkan faktor-faktor motivasi

menyangkut kebutuhan psikologis . se-

seorang. Kebutuhan ini terwul,yd karena

adanya perasaan sempurna dalam melaksa-

na_kan pekerjaan dan berhubungan dengan

penghargaan'terhadap seseorang yang

secara langsung berkaitan dengan

pekerjean.
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motivasi ini terbagi

faktor pendorong dan penghambat

tercapainya kebutuhan seseorang. Adapun

yang termasuk faktor pendorong antara lain:

1) Keberhasilan (Achievement),

2) Pengakuan (Reco$nition),

3) Pekerjaan itu sendiri (The work ft sefl,

4) Tanggun$awab (Responsibility), dan

5) Pengembangan potensi individu

(Advancement).

FaKor-faktor tergebut menggambarkan

hubungan seseorang dengan apa yang

d ikerjakann ya (job content).

Sedangkan faktor penghambat (de.motivasi)

dapat menimbulkan rasa tidak puas

karyawaan yang terdiri dari:

1) Kebijakan dan administrasi perusahaan

(Com pany pollcy a nd admlnlstntion);

2) Kualitas supervisor (QualtU supervlsor):

3) Hubungan antar pribadi (lnterpersonal

relation);

4) Kondisi kerja (Worhlngicondftlon), dan

5) Gaji(Wa6es).

Berdasarkan Teori Motivasi, dari dua faktor

ini muncul pemahaman bahwa dalam

menyelenggarakan suatu pekerjaan

harus diusahakan agil kedua faktor

tersebut (maintenance dan motvatlon

factors) dapat dipenuhi, dengan tetap

mengutamakan kebutuhan ),ang lebih

penting. Misalnya wajar saja apabila dalam

suatu perusahaan kebutuhan kesehatan

pekerjanya mendapat perhatian yang lebih

banyak daripada pemenuhan kebutuhan

rekreasi.

kebutuhan kesehatan mempunyai

pengaruh yang tebih penting terhadap

kelangsungan hidup pekerja dan

perusahaan, dibandingkan keputuhan

rekreasi.

C. Tinjauan Tentang Jaminan Soslal

Tenaga Kerja

Menurut UU.No.3/1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian

jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)

adalah: sudtu perlindungan bagi tenaga

kerja dalam bentuk santunan berupa uang

sebagdl' 'pengganti sebagian dari

p'Onghasilan yang nitang atau berkurang dan

pelayanan sebagai akibat peristiwa atau

keadaan yang dialami oleh pekerja berupa

kecelakaan' kerja, sakit, hamil, bersalin,

hari tua dan meninggal dunia. Semua

bentuk manfaat )Nang diberikan melalui

program jamsostek kepada pekerja

hanya terbatas pada pemenuhan

kebutuhan manusia yang bersifat dasar dan

minimal untuk menjaga harkat dan

martabatnya.

Pemenuhan kebutuhan tersebut

menjadi tanggung jawab pemberi kerja

karena pekerja relatif memiliki kedudukan

yang lebih' lemah dibandingkan pemberi

kerja.

Perlindungan kebutuhan tersebut

diharapkan mampu meningkatkan

kesejahteraan pekerja yang pada akhirnya

dapat meningt<att<an hasil produksi

perusahaan.
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4.

I 
n"tn"t.n aktif dan ikut bertanggung jawab 

I Oixemut<afan oteh Rejda (1988:2Tt-2721

I atas pelaksanaan program jamsostek I yaitu:r..l
I 
sehingga upaya untuk mewujudkan 

I

I Oerlindunean bagi pekerja dan 
"nggot. I 

f. Teori Resiko Kerja

I 
t<eluarganya dapat terselenggara dengan I feori inididasarkan pada asumsi bahwf,

I 
o"ix' 

I 
suatu perusahaan harus menyediakan biaya

I Roa oua aspek penting yang tercakup dalam I f"tio"t r"mpuan karyawannya untuktt
I 
program jamsostek (Depnaker, 

I 
bekerja (akibat sakit atau cacat) ke dalam

I 
1996/1997:425) yaitu: 1) memberikan 

I 
Oiaf produksinya atau mengganti hilangnya

I 
oerlindunean dasar untuk memenuhi 

I 
waktu kerja tersebut dalam bentuk harga

kebutuhan hidup minimal bagi tenaga 
I 

Orodux yang lebih .tinggi. Teori ini memitiki

kerja beserta anggota keluarganya, dan I beoeraoa kelemahan yaitu: a)

2) merupakan penghargaan kepada pekerja I mengnaruskan pekerja untuk tidak
yang telah menyumbangkan tenaga Oan 

I 
menuritut perusahaan karena kecelakaan

pikirannya kepada perusahaan .tempat ia 
I 
dalam industri, b) adanya asumsi bahwa

bekerja. 
I 
oiarc kecetakaan d€rpat diganti tebih dulu

Menurut Mondy & Noe (1990:432), 
I 

Oatam bentuk harga produk yang tebih tinggi,
jaminan sosial tenaga kerja merupakan 

I 
dan c) perbandingan antara pembayaran

bentuk kompensasi atau imbalan dalam 
I 
tuntutan pekerja dengan jumlah kerugian

bentuk uang tidak yang diterima oleh | rcng dialaminya tidak sebanding, misatnya

pekerja. Keduanya mengungkapkan bahwa 
I O"'rrun"n rehabititasi yang diperoteh tidak

kompensasi merujuk pada "Every type of 
I 

memadai.

reward that individuals recelve ,, 
Ireturn for their labor (setiap bentuk | 2. TeoriBiaya sosialRendah

imbalan yang di terima oleh seseorang I r"ori ini berlandaskan pada konsep

sebagai pengganti tenaga yang telah ia I uanwa dibuatnya undang-undang

keluarkan)". 
I 
fomOensasi bagi pekerja bertujuan

Melalui bagan berikut ini akan 
I 
untuk meminimalkan ketidakmampuan

diperlihatkan bahwa jaminan sosial 
I 

mereka secara ekonomi akibat kecetakaan

merupakan bagian dari kompensasidalam I Xerja.

bentuk uang yang tidak tangsung. I O,,",n pihak, dengan adanya

I m;'"':"',:1,- 
o"'u"unT:,'r",'.1,T 

;

Selain melalui bagan tersebut, untuk 
I 
munculnya tuntutan pekerja Xarena 

I

dapat lebih memahami konsep kompensasi, I kecelakaan kerja. 
I
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Basan Komoonen Komoensasi

External Environment

Intemal Environment

Direct
Wages
Salaries
Commissions
Bonusos

lndircct
Insurance Plans
Life, Healtb, Surgical,
Dental, Casualty, etc.
Social Assistancc

Bencfits:
Retiremont Plans,
Social Sccurity,
Workers
Compensations,
Educational Assistano€
Employee Services

Paid Absences
Vacations,
Holidays,
Sick Leave, etc

The Job
Inbiesting Duties

Challenge

Responsibility

O,pportunity 6r
Rccogrition.

/ .:l

Feeling of Achievement
Comfortable
Advancement
Opponniry

Environrnent

.Sound 
Policies

Competent
Supervision

Congenial Co.
Workers

Appropriate
Status Symbols

Working
Conditions

Flextime

Compressed
Work Wee*

Job Sharing

Cefetaria
Compensation

Telecorirnuting.
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KompromiSosial

Teori ini menyatakan bahwa adanya

lkompensasi bagi pekerja memperlihatkan

i$uatu,keseimbangan antara pengorbanan

'yang dilakukan pekerja dengan keuntungan

,yang diperoleh pengusaha. Oleh karena itu,

'pekerja yang mengalami sakit atau cacat

i0kqOat keria, berhak untuk menerima

ijapinan kesehatan atau jaminan kecacatin.

::BeElitu pu!e. qengan perusahaan, bersedia
*aaharrar lrr^+rr+^^ aaltaeia ^r^r r^,ki^ia,;rmembayar tuntutan pekerja agar terhindar

ldari proses pengadilan yang lebih mahal

.apabila pekerja yang sakit tersebut

mengadukan permasalahannya

kepengadilan.

Menurut P-T.Jamsostek (2OOO:2-3) ada

beberapa karakteristik jaminan sosial tenaga

kerja yaitu:

1. Kepesertaan bersifat wajib secara

' kglektif diatur dgngan undang-undang.

'2. Manfaat (beneflt) ditentukan dengan

undang-undang dan

perundang-undangan.

,11, Jaminan bukan merupakan hadiah atau

I ,, . sumbangan tapi merupakan hak bagi

setiap warga negara yang menjadi

peserta dan memenuhi persyaratan

, ,. sesuai denggn undang-undang dan

peraturan perundang-undangan.

4. Penekanan diutamakan kepada

solidaritas sosial, prinsip keadilan dan

pemerataan antar peserta dalam

menanggung resiko dan penerimaan

manfaat (benefit), sehingga lebih

diutamakan sifat gotong-royong dan

maannya (social adequacy) bukan

untuk memenuhi kebutuhan perorangan

(individual equity).

5. Program jaminan sosial untuk pekerja

sebagian atau seluruhnya, .. iuran

ditanggung oleh pemberi kerja.

6. Badan penyelenggara harus nirlaba,

dblarn artisemua kekayaan sebagai hasil

pengembangan dana, sebesar-besarnya

harus dinikmati oleh peserta.

7, Bebas pajak,

8. Pengpwasan melibatkan berbagai pihak

yang terkait, terdiri dari unsur

pemeriniah, pemberi kerja, dan pekerja

(Tripartit).

9, Negara bertanggung jawab untuk

memberikan fasilitas atau subsidi

apabila badal penyelenggara mengalami

kekurangan dana.

Selanjutnya, menurut Suriaatmadja

yang dikutip oleh Djokopitojo (1994:59-61)

mengemukakan kriteria masing-masing jenis

program jamsostek sebagai berikut :

L. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaa n kerja (employment accident)

merupakan kecelakaan yang terjadi

. dalam hubungan kerja termasuk sakit

yang diakibatkan karena kerja

(acc u pati onal disease).

Jarninan kecelakan kerja

memberikan kompensasi untuk perawatan

medis, rehabilitasi cacat, pengganti upah

sementara tidak mampu bekerja, santunan

caqat baik s.ebagian maupun total dan

santunan kematian.

peraturan
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kerJa dalam program

termasuk kecelakaan )€ng terjadl dalam

perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan

kembali ke rumah (commutlnE accldentl,

dleh karena itu Jaminannla termasuk

perawatan dan santunan akibat kecelakaan

di jalan raya yang frekuensi dan

intensitasnya ma kin tinggi.

Adapun bentuk jaminan lni

(PT.Jamsostek, 20OO:7€), adalah :

a. Biaya transport maksimum: darat

(Rp.150.0OO,-), laut (Rp.300.O0G,) dan

udara (Rp.40O.0O0,-). Biaya transport

dapat digunakan untuk transport rawat

jalan.

b. Penggantian upah sementara tidak

mampu bekerja: L2O hari pertama

(1O0% upah), 120 hari kedua (75%

upah) dan selanjutnp 50% upah.

c. Aiap perawatan medls: maksimum

sebesar Rp.6.400.O00,;

d. Santunan cacat tetap sebagian:

prosentase jenis cacat (sesuai tabel)

dikalikan 70 bulan upah.

e. $antunan cacattetaptota!:

1) Pembayaran sekaligus: TOYI X 70

bulan upah

2l Pembayaran berkala: Rp.50.000,-

selama 24 bulan

3) Kurang fungsi: % kurang fungsi X

% tabelX 70 bulan upah

f. Santunan kematian:

1) Pembayaran sekaligus: 60% X 70

bulan upah

2l Pembayaran berkala: Rp.50.O00,-

sebulan, selama 24 bulan

g. Biaya rehabllllasl:

Prothese (anggota badan tiruan) dan

orthose (alat bantu) sepertitongkat dan kursi

roda, dengan penggantlan biaya, sesuai

harEa R.S DR. Sulrarso (Surakarta) ditambah'

4O%.dari hargq tersebut.

Penyaakit yang tlmbul karena

hubungan kerja dianggap sebagal

kecelakaan kerja (ditetapkan sebanyak 31

jenis) seperti yang tercantum dalam

Keputusan Preside.n No.271993 tentang

Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan

Kerja.

2, Jaminan HariTua

Haritua adalah umur pada saat dimana

produktivitas pekerja telah dianggap

menurun sehingga perlu diganti dengan

pekerja yang leblh muda, termasuk cacat

tetap dan total (tota, and permanent

dtsabtlttyl yang dapat dlanggap sebagai harl

tua yang dini (cepat).

Umumnya jaminan harl tua diberikan pada

saat tenaga kerja mencapai umur 55 tahun,

tetapi apabila tenaga kerja mengalamicacat

sehingga tidak blsa bekerJa lagi, maka

jaminan lnl dapat diberikan. Demikian juga

aiiablla tenaga kerja meninggal dunia,

jaminan diberikan kepada ahli w6risnp.

Selain itu, jaminan hari tua juga dapat

diberkan apabila tenaga kerja mengalami

pemutusan hubungan kerja sebelum umur

55 tahun, setelah yang bersangkutan

memllikl masa kepesertaan' sekurang-

kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 6

bulan.
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karena jaminan hari tua merupakan jaminan

masa depan tenaga kerja, sehingga

besarnya jaminan cukup berarti.

Jaminan hari tua dapat dibayar

sekaligus maupun berkala. Jaminan haritua

yang dapat dibayar sekaligus dimaksudkan

untuk memberikan bekal pada waktu

pekerja terputus penghasilannya, sedangkan

jaminan yang dibayar secara berkala

dimaksudkan untuk membantu pekerja

dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Secara ringkas, pelaksanaan

jaminan hari tua (PT.Jamsostek, 2OOO:&9)

diuraikan sebagai berikut :

a. Diselenggarakan dengan sistem

tabungan hari tua yang iurannya

ditanggung oleh pengusaha dan tenaga

' kerja;

b. Kemanfaatan jaminan ini sebesar iuran

yang terkumpul ditambah hasil

pengembangannya;

c. Jaminan ini akan dikembalikan atau

dibayarkan apabila tenaga kerja :

1) Mencapai umur 55 tahun;

2) Mengalami cacat total tetap

sehingga tidak bisa bekerja lagi;

3) Meninggaldunia;

4) Mengalami pemutusan hubungan

kerja (PHK) setelah menjadi peserta

gekurang-kurangnya lima tahun;

5) Pergi keluar negeri atau pulang ke

negeriasaldan tidak kembali lagi

6) Menjadi pegawai negeri sipil atau

anggota ABRI.

hari tua dilaksanakan sekaligus, tetapi

bagi jaminan hari tua'yang besarnya

lebih dari Rp.3.O0O.0O0,- dapat

dibayarkan secara bulanan untqk jangka

waktu paling lama lima tahun.

3. Jaminan Kem6tian

Kernatian yrrang mendapat santunan

melalui program ini adalah meninggal dunia

pada waktu pekerja menjadi peserta jaminan

sosial atau sebelum melewati 6 bulan sejak

pekerja berhenti bekerja. Jaminan kematian

tersebut diberikan kepada ahli waris dari

tenaga kerja yang meninggal dunia yang

diprioi'itaskan mulai dari janda/duda, anak,

orang tua, cucu, kakek/nenek, saudara

kandung dan mertua. \
Jaminan kematian dibedakan antara

biaya pem'akaman dan santunan berupa

uang. Apabila seorang tenaga kerJa

meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli

waris, maka biaya pemakaman saja yang

diberikan kepada mereka yang mengurus

pemakaman pekerja tersebut.

Secara ringkas bentuk jaminan ini

(PT.Jamsostek, 20OO:9) adalah: a)

dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja

dari peserta yang meninggal dunia bukan

karena kecelakaan kerja, dan b) diberikan

sebesar Rp.3.000.0O0,- ditambah dengan

biaya pemakaman sebesar Rp.600.0OO,-.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Setiap pekerja yang menderita sakit

selama bekerja, berhak memperoleh biala

pengobatan, biaya rehabilitasi, biaya

pengangkutan dari tempat kerja ke
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rumah sakit dan sakit atau

tempat kerja ke rumahnya, serta santunan

bila pekerja yang bersangkutan sementara

tidak mampu bekerja. Pelayanan jaminan

pgmeliharaan kesehatan diberikan kepada

pekerja dan anggota keluarganya,

maksimum dengan tiga omng anak.

Pemeliharaan kesehatan ini meliputi

pelayranan medis dan pemberian obat-

obatan bagi pekerja dan anggota

keluarganya yang menderita sakit, misalnyaa

dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, obat-

obatan dan penunjang diagnostik termasuk

pemeriksaan kehamilan dan perawatan

persalinan. Disamping pelayanan yang

bersifat umum tersebut, terdapat pula

pelayanan khusus yang hanya diberikan

kepada pekerja dan tidak diberikan kepada

anggota keluarganya antara lain pelayanan

kaca mata, gigi palsu, alat bantu dengar,

kaki atau tangan palsu dan mata palsu.

Adapun standar paket pelayanan

program jaminan pemeliharaan kesehatan

(PT.Jamsostek, 2OO0:9) meliputi pelayanan

kesehatan tingkat pertama, persalinan,

pelayanan tingkat lanjutan, pelayanan

khusus dan pelayanan gawat darurat.

Berbeda dengan program lain dalam jaminan

sosial, program JPK ini tidak memberikan

santunan atau bantuan dalam bentuk uang

Perlindungan yang bersifat

sukarela seperti melalui asuransi

komersial tidak mampu menjamin

setiap orang mau dan mampu

menyisihkan dana untuk ikut dalam

progllm asuransi. Untuk itu diperlukan

jaminan 'sosial yang diselenggarakan

secara kolektif dan bersifat wajib

gung memungkinkan pekerja memiliki

kepastian memperoleh perlindungan

ketika menghadapi resiko sosial dan

ekonomi.

2. Produksi

Perlindungan melalui jaminan sosial

bagi pekerja dan -anggota keluarganya

memungkinkan tenaga kerja untuk tebih

memfokuskart peihatian pada pekerjaannya.

Tenaga kerja yang memiliki produktivitas

tinggi dan konsentrasi penuh pada

pekerjaannya akan mepguntungkan pemberi

kerja karena hasil produksi juga ikut

meningkat..

3. Redistribusi Pendapatan

Pdda program jaminan sosial

yang dilaksanakan melalui sistem

asuransi sosial, pekerja memberikan

kontribusi sesuai dengan penghasilannya

pekerja yang

tunai (cash benefrts), namun

pelayanan kesehatan.

Untuk memahami

berbentuk I dan memperoleh jaminan

dengan kebutuhannyra. Penyelenggaraan

program I jaminan sosial secara tepat dapat

jamsostek lebih lanjut, maka perlu diketahui I memungkinkan

pula fungsi program tersebut (Lembaga I berpenghasitan" tinggipula Tungsl program tersebut (Lembaga I berpenghasilan tinggi membantu

Penelitian ul, 20oo:lll 5€) yaitu: I perer;a )4ang berpenghasitan rendah.
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Tujuan jaminan sosial untuk

memberikan perlindungan kepada pekerja

sehingga menimbulkan kdtenangan bekerja,

akan membantu terciptanya ketenteraman

industri. Disamping itu juga dapat

mengurangi perselisihan antara tenaga kerja

dengan pemberi kerja yang pada akhirnla

dapat mencegah timbulnya keresahan

sosial.

D. Tlnjauan Tentang Kesehatan KerJa

Pada awalnya di lndonesia

kewajiban pengusaha untuk memeriksakan

kesehatan pekerjanya hanya diatur

dalam perjanjian secara bipartit

antara pekerja dan pengusaha. Namun

dalam perkembangan selanjutnlaa

pemerintah menetapkan kewajiban

tersebut dalam peraturan perundangan

ketenagakerjaan. Kesehatan kerja

tertuang pertama kali dalam

UU.No.14l1969 tentang Ketentuan Pokok

Mengenai Tenaga Kerja serta

UU.No,1,/197O tentang Keselamatan

Kerja yang menptakan bahwa

kesehatan kerja merupakan bagian dari

keselamatan kerja. Selanjutnya UU. No.

25/t997 tentang Ketenagakerjaan

'mengatur pula mengenai kesehatan

kerja pada pasal 108 ayat (2), yang

secara jelas menyebutkan bahwa 'Untuk

melindun$ kesehatan pekerja guna

mewujudkan produKivitas kerja yang

optimal diselenggarakan upaya kesehatan

kerja;.

atau disebut juga

Hyperkes (hygiene perusahaan dan

kesehatan) berkaitan dengan dpaya-upaya

(Kertonegoro, 1999: 180):

1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja baik

pada awal bekerja maupun secari periodik

,selama masa kerja.

Z. Gizi sehat tenaga kerja yang diberikan

untuk makan siang maupun tambahan gizi

lainnya.

3. Kebersihan lingkungan kerja, termasuk

pencegahan dan pengolahan limbah.

4. Pencegahan dan penanggulangan sumber-

sumberi'yiang membahayakan kesehatan,

aqtara,lain:

r a. Sumtrer fisik, seperti suara yang terlalu

bising, suhu-yang terlalu tinggi atau

rendah, penerangan dan ventilasi )€ng

kurang memadai.

b. Sumber kimia, seperti gasluap, cairan,

debu, bahan kimia yang beracun.

c. Sumber biologi,. seperti bakteri, jamur,

serangga dan tumbuh-tumbuhan lain

png timbul dalam lingkungan kerja.

d. Sumber faal, seperti sikap keliru

sewaktu bekerja, perahtan )rang tldak

cocok dengan pekerja, kerja yang terus

rnenerus berdiri atau d ud uk.

e. Sumber psikologis, seperti kerja yang

. dipaksakan, suasana kerja !€ng tidak

menyenangka n, $kira n yang tertekan.

Menurut Sujudi (Depkes2001:2)

berdasarkan UU. No.23/L992 tentang

Kesehatan disebutkan pengertbn kesehatan

kerja adalah'Keadaan sejahtera dari badan,

jiwa dan social yang memungkinkan setiap
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Bekerja' dapat bekerj€[,,s€o6ra sehat dengan

produktivitas .,tang,i,, '.9Ftimdl, ,, . tanpa

me mba,hay€ ka n: diri,, keluarga; masya rakat'da n

lingkungan kerja sekltbrnyal. Dalam pasal,23

undang'u ndang : ini: r juga,d isebutkan,,bahwa

kesehatan :-kerja:i ,.merupakan. salah satu

kegiatan pokok dari pembangunan,, kesehatan,

yang mencakup ipengertian bahwa: 1)

kesehatan kerja dimaksudkan untuk

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal,

2) kesehatan kerja meliputi Pelayanan

Kesehatan Kerja, Pencegahan Penyakit dart

Syarat Kesehatan Kerja, dan 3) setiap tempat

kerja wajib menyelenggarakan kesehatan

kerja.

Pada tahun 1995 komite kerja sama

ILO dan WHO (Depnaker,1999:12)

mengemukakan definisi kesehatan kerja

dengan menitikberatkan pada tiga fokus

utama -yaitu: pemeliha.raan dan promosi

kesehatan kerja dan kapasitas kerja,

perbaikan lingkungan kerja dan pekerjaan

sehingga kondusif terhadap keselamatan dan

kesehatan, pengembangan organisasi dan

budaya kerja dalam arah yang mendukung

kesehatan dan keselamatan kerja dan dalam

pelaksanaannya juga mempromosikan iklim

sosial yang positif,, usaha yang lancar dan

meningkatkan produKivitas perusahaa n.

Lebih lanjut komite kerja sama ILO dan

WHO tersebut (Kanwil Depnaker Jatim,1997:2)

mengungkapkan beberapa tujuan kesehatan

kerja yaitu:

1. Meningkatkan dan, memelihara kesehatan

fisik, mental dan sosial dari pekerja pada

semua jenis pekerjaan untuk meningkatkan

kapasitas kerjanya.

2. Mencegah terjadinya gangguan kesehatan

atau penyakit pada pekerja yan! disebabkan

oleh kondisi kerjanya.

3.:,Melindun gi pekerja da ri r resiko a kibat fa ktor-

faktor lingkungan kerja yang mengganggu

kesehatan.

4. Penempatan dan pemeliharaan pekerja

dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai

dengan kemampuan fisik dan psikologisnya.

5. Mengembangkan organisasi dan budaya

kerja yang mendukung Keselamatan dan

Ke-sehatan Kerja yang tercermin dalam

sistem'.Fnanajemen pengembangan SDM

dan"rnanajemqn rn utu dari perusahaan.

Hingga kini' kegiatan pemeliharaan

kesehatan kerja terus berkembang apalagi

dengan dikeluarkan LJU.No.3/1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang didalamnya

mengatur lebih rinci mengenai kewajiban yang

harus dilaksanakan oleh pengusaha untuk

menjamin kesehatan pekerjanya. ,
E. Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Wanita

Menurut Soepomo (7992:27) istilah tenaga

kerja memiliki pengertian yang sangat luas,

yaitu meliputi "Semua orang yang mampu dan

diperbolehkan melakukan pekerjaan baik di

dalam maupun di luar hubungan kerja". Lebih

lanjut dalam pasal 1 UU;No.14l1969 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga

l(erja, dikemukakan pengertian tenaga kerja

yaitu "Setiap orang yang mampu rnelakukan

pekerjaan baik di dalam maupun di luar

hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau

barang urltuk

masyarakat".

memenuhi kebutuhan
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khususnya mengenai kondisi tenaga kerja

wanita di dunia kerja, Ollenburger & Moore

(1996:100-1O5) menggambarkannya melalui

model teori fungsional berikut ini.

1. Ketidakmerataan Nilai Tukar

Model ini menitikberatkan pada

kemampuan atau keahlian laki-lakidan wanita

yang dibawa kepasar kerja, dimana upah yang

diperoleh merupakan indikator sumbangan

produKif (nilai tukar) terhadap kemampuan

mereka. Kemampuan manusia seperti faktor

pendidikan dan pengalaman kerja

ditempatkan pada titik sentral dalam proses

produksi, yang dipandang sebagai aspek

penting dalam menentukan produktifitas.

Disini wanita sering kali katah dalam bersaing

dengan laki-laki disebabkan oteh

pendidikannya yang cenderung rendah.

Akibatnya wanita tidak hanya dipandang

sebagai human capital berkualitas rendah

namun mengalami perbedaan dalam

menduduki posisi di bidang kerja dan

perbedaan penerimaan upah.

2. Wanita sebagai pekerja

Berdasarkan studi mengenai hubungan antara

pengusaha dengan pekerjanya, ditemukan

bahwa tingkat perpindahan pekerja wanita dan

laki-laki dalam suatu pekerjaan adalah sama,

yang membedakannya ialah tujuan

perpindahan mereka. Laki-laki meninggalkan

pekerjaannya untuk berpindah ke pekerjaan

lain yang memberikan lebih banyak

kesempatan promosi dan mempertahankan

senioritasnya.

n wanita cenderung

meninggalkan pasar kerja serta kehilangan

senioritas dan promosi- yang mungkin

diperolehnya karena harus memenuhi

tanggung jawab melahirkan dan

membesarkan anak, Namun ada sebagign

wanita yang tetap mempertahankan

keberadaannya dalam pasar tenaga kerja

karena tanggung jawab mereka didalam

keluarga berkurang atau meningkatnya

kebutuhan mereka untuk mempertahankan

senioritas.

3. Kewalaran Upah

. , ,Pemberian upah yang sama antara

pekerja wanita dengan pekerja lakFlaki

pertarna kali ditetaplan dalam Equal hy Act

(Undang-undang Kesamaan Upah) tahun

1963. Peraturan.ini melarang para pengusaha

membedakan pembayaran upah pekerja untuk

pekerjaan yang sama dipandang dari segi

keahlian, hanya karena perbedaan jenis

kelamin.

Lebih lanjut Johnson seperti yang dikutip oleh

Ritzer (1996:3O4-305) mengaptikasikan teori

fungsionalis Parson. la menggunakan teori

tersebut untuk memahami masalah perbedaan

peran wanita dan laki-laki melaluitipe tindakan

yang bersifat ekspresif dan instrumental.

Johnson rrenyebutkan, awal munculnya

ketidaksamaan gender terjadi pada struktur

keluarga patriakal yang mengharuskan

wanita bertindak secara ekspresif yaitu

dengan mengutamakan emosi dan

hubungan-hubtngan yang responsive didalam

keluarga.
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economy, dimana rumah

tangga atau keluarga masih menjadi basis

kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi barang

sebagian besar dilakukan di dalam rumah

dan semua anggota keluarga bertanggung

jawab dalam proses produksi tersebut

semua anggota keluarga (termasuk anak-

anak) adalah tenaga kerja yang memiliki

kontribusi penting bagi pemenuhan

kebutuhan rumah tangga. Pada masa ini

wanita sebenarnya tidak hanya bekerja pada

urusan'" rumah tangga saja melainkan
\

terlibat jula dalam kegiatan di luar rumah

terutamai'di bidang pertanian, bahkan dalam

kegiatan Jasa dan perdagangan.

2.The family wage economy, ditandai dengan

berkembangnya kegiatan ekonomi dari

pertanian ke perdagangan dan diiringi pula

dengan munculnya kapitalisme. Pada masa

ini tenaga kerja tidak lagi terpusat pada

kegiatan rumah tangga, melainkan di luar

rumah terutama di pabrik-pabrik yang

muncul dan berkembang bersamaan

dengan proses industrialisasi 'dan

perkembangan teknologi.

3. Famtly consu/ner @onomy, ditandai dengan

adanya campur tangan pemerintah dalam

upah tenaga kerja. Dalam periode initerjadi

perubahan teknologi yang cukup pesat serta

peningkatan produKivitas, yang dalam

perkembangannla membuat. anggota

keluarga lebih berfungsi sebagai alat

konsumsi dan reproduksi. lnstitusi-institusi

umum seperti sekolah, sistem asuransi dan

industri m'akanan, telah menEgantikan

berbagai aKivitas yang sebelumnya di

tempat bagi anggotanya untuk bersosialisasi

dan sebagai sistem reproduksi. Didalam

keluarga, seringkali terjadi wanita kehilangan

otoritas terhadap laki-laki karena keluarga

memerlukan seorang "pemimpino. Otoritas ini

meliputi kontrol atas sumbersumber ekonomi

dan pembagian kerja berdasarkan jenis

kelamin di dalam keluarga serta peran sosial

yang berlandaskan pada perbedaan

kemampuan..

Adanya pembatasan institusi dan

budaya pada tindakan wanita, menyebabkan

mereka menjadi lemah dan secara ekspresff

sel lu mengalah kepada suarninya yang secara

instrumental (nyata) bekerja sebagai pencari

naftah keluarga. Tugas utama wanita adalah

bekerja di dalam rumah yang bertujuan untuk

mempertegas fungsi suami sebagai pencari

naftah di luar rumah dan untuk menghindari

persaingan diantara keduanya serta

menciptakan ketenangan rumah tangga.

Dengan kata lain, berdasarkan teori ini,

pembagian kerja secara seksual diperlukan

untuk menjaga kestabilan dari keseluruhan

sistem keluarga. Melihat tipe tindakan wanita

(istri) 1ang demikian, menyebabkan anakanak

atau anggota keluarga lainnya lebih

memandang tipe tindakan yang instrumental

sebagai tindakan yang memiliki kekuatan dan

bernilaitinggi.

Secara umum, awal perkembangan

aKivitas ekonomi wanita menurut

Bainar (1998:42) sebagaimana dikutip dari

Usman, dapat di kategorikan dalam tiga

periode yaitu :

N
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yang dimaksudkan rnasl

(Depnaker,1993:t2-L4) terhadap wanita

adalah "setiap perbedaan, pernbatasan hak

yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang

bertujuan untuk mengurangi atau

menghapuskan Bengakuan manusib dan

kebebasan diberbagai bidang kegiatan

termasuk bidang ekonomi".

Brocas dkk (1990:30-32)

mengungkapkan dalam upaya mengurangi

diskriminasi dalam penerimaan jaminan

pelayanan'.kesehatan terhadap wanita, ada
1

dua kecenddrungan yang banyak dilakukan di

beberapa negara yang telah meratifikasi

konvensi" ILO No.102l1952 tentang Standar

Minimum Jaminan Sosial, dia ntaranya:

1. Berupaya untuk menjamin pekerja wanita

yang menikah agar memiliki hak yang sama

dengan pekerja lakFlaki dalam memPeroleh 
I

Ijaminan sosial termasuk dalam

pengupahan.

2. Memungkinkan pekerja wanita berstatus

sebagai kePala keluarga untuk

mendapatkan hak yang sama bagi anggota

keluarganya seperti pekerja lakiJaki. Karena

disadari bahwa tidak adil apabila ada

anggota keluarga pekerja wanita yang tidak

mendapat perlindungan hanya karena ia

seorang wanita.

Menurut UU.No.7/1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita,

disebutkan bahwa perolehan hak yang sama

antara pria dah wanita dilapangan pekerjaan

mencakup:

kan di dalam rumah. Peru

ekonomi dan teknologi yang ditandai oleh

, transisi dari ekonomi domestik ke arah

consumer economy, menyertai pula

. perubahan kedudukan wanita.

Dari ketiga Periode Perkembangan

aktivitas ekonomi tersebut, diketahui bahwa

kerja bukan semata-mata hanya kegiatan yang

mengeluarkan tenaga dan waktu untuk

menyelesaikan tugas tertentu, namun lebih

daripada itu kerja adalah suatu kegiatan

ekonomi yang menjadi bagian integral dari

kehidupan sosial yang di dalamnya terdapat

nilaitertentu.

Keterlibatan wanita daldm kegiatan

ekonomi yang tidak diimbangi dengan

perubahan sosial buda)€ yang mendukung'

menimbulkan berbagai persoalan bagi kaum

wanita. Kebijakan pembangunan yang

memberikan nilai lebih pada peran tradisional

perempuan yaitu sebagai ibu rumah tangga

yang bertanggung jawab penuh terhadap

keluarga, telah menyebabkan peran wanita

dalarn dunia kerja sering dianggap sebagai

kegiatan sampingan atau tambahan. Kalaupun

mereka diterima bekerja, masih terjadi pula

diskriminasi dalam hal pekerjaan, jabatan'

pengupahan dan jaminan sosial.

Salah satu upaya Pemerintah untuk

mengurangi meluasnya diskriminasi tersebut

adalah dengan membuat Peraturan

perundangan yang bertujuan untuk melindungi

hak pekerja wanita. Misalnya, mengeluarkan

UU.No.71984 dan' meratifikasi dua Konvensi

Dasar ILO (Konvensi No.1O011951 dan

Konvensi LII/1958).
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sebagai hak asasi, 
.

Hak atas kesempatan kerja yang sama

termasuk penerapan kriteria seleksi yang

sarna dalam penerimaan pegawai.

Hak untuk memilih dengan bebas profesi

dan pekerjaan, hak untuk promosi,

jaminan pekerjaan dan hak untuk

memperoleh latihan kejuruan.

Hak untuk menerima upah yang sama

dengan pekerja laki-laki atas pekerjaan

yang sama nilainya.

Hak atas jaminan sosial khususnya dalam

hal pensiun, sakit, cacat, hari "tua atau

tanjut usia, 116;'l+.il. ;i[in-lain

ketidakkemampubn untuk ., :b€kerja,

maupun hak atas masa cuti yang harus

dibayar.

Pertimbangan pemerintah

mengeluarkan UU. No.71984 ini adalah

(Depnaker,200O:341):

1. Setiap warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan, sehingga segala bentuk

diskriminasi terhadap wanita harus

dihapuskan karena tidak sesuai dengan

Pancasila dan UUD 1945.

2. Majelis Umum PBB didalam sidangnla pda
tanggal 18 Desember 1979 telah

menyetujui konvensi mengenai

Penghapusan Segata Bentuk Diskriminasi

terhadap Wanita (Conventlon on the

Etlmtnatton of Atl forms of Dlsqlmtnatton

Agfainst Womenl.

Undang-Undang Dasar 1945 dan

peraturan perundang-undangan .Republik

4. Pemerintah Republik rlndoregta tetah

menandatangani Konvensi tersebut pada

tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan

No.SE.O4lMen/1988 t€iiting Ir.-Pgtaksanaan

La ranga n Diskrim inasi 
.P?!gria,:t|lafl 

ltja, yang

mengatur: 1) perbedaan usia pensiun antara

pekerja laki-laki dan wanita adahh sama, dan

2) hak pekerja wanita dan keluarganya

terhadap pemeliharaan .kesehatan agat

disamakan dengan hak pekerJa lakFtaki (tidak

d ia ngga p sebaga i laja ng). 
1:':', it "' :l I'."'

Berdasarkan Konvensi ILO

No.1O0l1951 yang mengatur tentang

Pengupahan yang Sama Eagi.,Pollela Laki-taki

dan Wanita untuk Pekslaan yang Sama

Nilainya (diratifikasi metahi'uu.No.80/1g57

tentang Persetujuaii.,:i:,4 tLO

No. 1OO/ 195 !.) d ise butka n, (SlOufii,2000: 1OG

101) bahwa:

1. Negara yang meratifikasi konvensi Ini harus

menjamin pengupahan yang sama bagi

pekerja lakFlaki dan ,per€mpuan untuk

pekerjaan png sama niliinya.

24 tffioHt'(ilvd.zfanwrc



.$
5i.

pekerjaan yan€! tidak objektif sebagai dasar | 2. Setiap bentuk diskriminasi berdasarkan ras,

untuk melakukan pembayaran upah atas I warna kulit, jenis kelamin, agama, aliran

pekerjaan yang dijalankan. I pilitik, kebangsaan dan suku harus

4. Nilai upah yang berbeda diantara sesama I dihilangkan.

pekerja yang tanpa memandangj jenis | 3. Larangan terhadap diskriminasi bukan

Jaminan dapat dllakukan dengan

undang-undang, perjanjian kerja atau

peraturan perusahaan yang disepakati,

khususnya yang mengatur mengenai

penetapan upah.

3. iiarus dilakukan langkah dan tindakan

untuk mencegah segala bentuk penilaian

kelamin, didasarkan atas penilaian

pekerjaan yang objektif berdasarkan

pekerjaan yang akan dUalankan, tidak

akan dianggap melanggar konvensi ini.

Ketentuan lain yang mengatur larangan

diskriminasi dibidang pengupahan antara laki-

laki dan.wanita tertuang dalam PP.No.8/1981

tentang Perlindungan Upah, yang menyatakan

larangan perbedaan upah antara pekerja laki-

laki dan wanita untuk pekerjaan )'iang sama

nilainya. Peraturan pemerintah ini pada

intinya mengatur perlindungan upah secara

umum dengan bertitik tolak kepada ungsi

upah yang harus mampu menjamin

kelangsungan hidup bagi tenaga kerja dan

keluarganya.

Adapun Konvensi No.11l1958
tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan

Jabatan (diratifikasi melalui UU.No.2V1999

tentang Pengesahan Konvensi ILO

No.111,/1958), memuat ketentuan agar

(Syaufii,2000:104):

negara menyusun kebijakan nasional

dan berbagai peraturan perundangan yang

menjamin persamaan kesempatan dan

perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan,

termasuk kesempatan mengikuti latihan

kejuruan, kesempatan kerja tertdntu da1

kondisikerja.

1

hanya ddlam hal pemberian upah, tetapi

juga dalam hal seleksi penerimaan,

pengisian jabatan, kesempatan mengikuti

pelatihan keJuruan dan dalam rangka

pengisian lowongan kerja, kondisi-kondisi

kerja termasuk penugasan pekerjaan,

syarat-syarat kerJa seperti pemberian upah

dan jaminan sosial, imbalan-imbalan dan

tindakan disiplin.

Kedua konvensi ILO tersebut berlaku

terhadap semua tempat kerja, baik yang

dimilikl oleh swasta maupun oleh pemerintah,

oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintah

dan semua pihak yang terlibat dalam dunia

kerja untuk menjamin pelaksanaan prinsip non

diskriminatif ini, dimana saja dan terhadap

siapapun juga.

) Perulis adalah
Deprcke*ans.

Mantan Dirjen. Binawas,
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TAI\TGGIING-JAWAB KORrcRASI DAI-AM HAL MENGALAI\4I
KERUGIAN, KEPAILITAIY ATAU LIKUIDASI*

* tqmasuh tanggung-lawab hspmsl tqMap peMdburuh s&aeat glah satu Mttur ercfqq.
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Dalam dunia bisnis para pelaku usaha dalam

melakukan kegiatan usaha- selain dapat

dilakukan sendiri dengan mengelola dan

memanage usahanya secara langsung, juga

dapat dilakukan bersama-sama oleh dua orang

/ pihak atau lebih dalam suatu "wadah" badan

usaha alau entW. Apabila dilakukan sendiri

(without partners) ia disebut sebagai

soleproprietor, entrepreneur, baik dilakukan

atas d asa r p rofesi . 
(s-oJe,pa ra ctiti o n e r) ata u pu n

.'. ri-- ""

dilakukan atas dasar usaha perdagangan

(sotetrader). Usaha bisnis yang dilakukan

secara bersama-sama dalam suatu badan

usaha atau "wadah", disebut sebagai korporasi

atau company. Korporasi dengan berbagai

macam bentuk dan ragamnya, bisa dengan

badan hukum, bisa dengan bentuk bukan

badan hukum. bagaimana

kalau kegiatan usaha yang dilakukan oleh

(para) pelaku bisnis tersebut mengalami

kerugian atau kepailitan yang menyebabkan ia

tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap

pihak ketiga atau terhadap stakeholder yang

terkait?

Apabila suatu usaha mengalami kerugian,

kepailitan atau likuidasi, baik usaha

perseorangan (soleproprletorship) atau usaha

bersama (corpontlon), dan (mungkin) terdapat

pihak-pihak (lain) yang dirugikan atau belum

dipenuhihaknya, maka ia harus bertanggung-

jawab terhadap pemenuhan kewajiban atas

kerugian dimaksud. Sejauhmana tangguhg

jawab para pelaku usaha atau pebisnis selaku

entrepreneur terhadap pihak ketiga dan para

stake holder yang terkait, sangat ditentukan

oleh pelaksanaan kegiatan tersebut atau jenis
U

entitynya If J i ka pela ksa naa n kegiata n usa ha nya
rl

dilakuka n1 _gend iri (oleh solep roprietorl, maka

jelas tanggung-jawabnya langsung kepada

soleproprietor yang bersangkutan. Namun jika
't'. :

dilakukan bersama-sama dengan paftners

usahanya, maka tanggung-jawab tersebut

sangat ditentukan dari jenis badan usaha

(entity) yang dibentuk sebagai wadah atau

lembaganya, demikian juga sangat tergantung

pada perjanjian (memorandum of association)

masing-masing orang atau pihak dalam

lembaga tersebut. Demikian juga harus dilihat

dan dicermati : apakah merupakan tanggung-

jawab corporate atau ataukah tanggung-jawab

dari masing-masing orang atau pihak (baik

selaku naturlijkpersoon atau sebagai

rechtspersoon). Tanggung-jawab korporasi

inilah yang akan dikaji dan dianalisa datam

tulisan ini melalui beberapa teori-teori

tanggung-jawab korporasi yang terkait (antara

lain) dengan teori ultria vires dan intn vlres,

teori fiduciary dW dan dfiy of skill and are,

businees judgiement rule, corporate ratlficatlon

serta teori atau doktrin plercln$ the corporate

ietl.
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Sebagaimana disebutkan pada bagian awal,

baiwa pada prinsipnya yang bertanggung-

jawab terhadap pihak ketila dalam hal suatu

korporasi apabila mengalami kerugian,

kepailitan atau likuidasi, adalah korporasi itu

sendiri (yang dalam hal ini diwakili oleh

pengurusnya). Artinya, apabila korporasi

mengalami kerugian, kepailitan atau ilkuidasi

yang mengakibatkan ada pihak tain yang

dirugikan, maka korporasFlah selaku entity

(melalui Pengurusnya) yang pertama kali harus

dimintai pertanggung-jawaban. Sejauhmana

pertanggung-jawaban korporasi tersebut,

sangat tergantung dari status dan jenis

entitynya sebaga i subyek h ukum.

Ditinjau dari statusnya sebagai subyek hukum,

korporasi dibedakan atas korporasi dengan

status badan hukum (seperti perseroan

Terbatas / PT , Koperasi, Yayasan Asuransi,

Dana Pensiun danl lain{ain) dan korporasi

dengen status bukan badan hukum (seperti

Perseroan Kommanditer (commanditer

vennootschap, CV), Perseroan Firma

(vennootschap onder firma, Fa), Persekutuan

Perdata (burgediJk maatschap), Assosiasi

(Slemeenschap) dan lain-lain.

Apabila suatu korporasi berbentuk badan

hukum (seperti bentuk perseroan terbatas

atau PT, Koperasi, Yayiasan, Asuransi atau

Dana Pensiun dan lain{ain), dan pengurus

atau direksi melakukan pengelolaan korporasi

berdasarkan azas good corpante Eovernance

serta pengurus melakukan' kegiatan atau

tindakan dalam batas-batas Intra vlres (sesuai

dengan kewenangannya dalam anggaran

dasar korporasi), maka tanggung-jawa!

penguruskepada pihak ketiga hanyalah

rnemberikan gantirugi atau berta nggung-jawab

sampai kepada membayar atau memenuhi

kewajiban korporasi sebesar nilai aset atau

aktiva (kebendaan) yang masih dimiliki oleh

korporasL Berdasarkan doktrin businees

judgement rUlg, yang dikemukakan oleh Munir

Fuady, dapat disarikan bahwa seorang

pengulus atau anggota direksi tidak dapat

dimintai pertanggung-jawaban secara pribadi

atas tindakannya yang dilakukan dalam

kedudukannya sebagai pengurus atau direktur

yang ia yakini sebagai tindakan terbaik

buat korporasi atau perseroan dan

dilakukan secara jujur, dengan itikad baik dan

tidak bertentangan dengan hukum yang

berlaku.

Bahwa tindakan tersebut ternyata keliru atau

tidak menguntungkan korporate dan bahkan

merugikan, maka pengadilan atau ownwers

(pemegang saham) tidak boleh metakukan

second guess terhadap keputusn bisnis

(businees Judgement) dari direksi atau

pengurus (pg7).

Apabila suatu korporasi berbentuk badan

hukum, akan tetapi pengurus melakukan

pengelolaa n mls-management atau melakukan

kegfatan atdu tindakan uftra yires

(menyirnpang dari anggaran dasar korporasi)
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n ternyata aset atau aktiva yang dimiliki oleh

korporasi sudah tidak mencukupi untuk

memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga

(yakni para kreditur atau stake holder yang

terkait) maka pengurus bertanggung-jawab

renteng dan penuh untuk seluruhnya -kepada

pihak ketiga- (hoofdellJk aansprakellJk) dan

masing-masing secara pribadi (proporsional)

dan sampai kepada harta pribadi.

Khusus pada korporasi yang berbentuk

Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan

subyek hukum berbadan hukum yang sering

digunakan dalam dunia bisnis, pada prinsipnya

pemegang saham (pemodal, owners) pada

perseroan terbatas tidak dapat dimintai

pertanggung-jawaban secara pribadi melebihi

nilai saham yang ia masukkan dalam

@1q*g_s'eeans
saham .yang bersaTgfttarfr#ik langsung

maupun secara tidak langsung dengan i'tikad

buruk terbukti memanfaatkan perseroan untuk

kepentingan pribadi atau terlibat dalam

perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh perseroan atau menggunakan kekayaan

perseroan (secara pribadi) yang

mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi

tidak cukup untuk melunasi hutang atau

kewajiban perseroan kepada pihak ketiga,

maka pemegang saham dapat dimintai

pertanggung-jawaban secara pribadi dan

sampai kepada harta pribadi. Demikian juga

apabila perseroan terbatas (PT) tidak atau

belum memenuhi syarat sebagai badan

hukum, maka masing-masing pemegang

saham -yang biasanya adalah sekaligus

kepada harta pribadi.

tanggun$awab perseroan sebagai badan

hukum dalam kaitannya dengan tanggung-

jawab Direksi akan diuraikan pqda bagian

tgrsendiridiLawah. .=^: _--::=€=w
Selanjutnya, apabila suatu korporasi

bentuknya bukan badan hukum (CV, Firma,

Persekutuan Perdata), dan pengurus

melakukan pengelolaan korporasi berdasarkan

azas good corporate Eovernance serta

pengur\r melakukan kegiatan atau tindakan

daldm batas-batas intra vlres, maka tanggung-

Jawab prdhgurus -kepada pihak ketiga-

pertarna-tama hanyalah memberikan gantirugi

atau bertanggung-jawab sampai kepada

membayar atau memenuhi kewajiban

korporasi sebesar nilai aset atau aktiva yang

masih dimiliki oleh korporasi. lGffip"oit.
aset atau aktiva yang dimiliki oleh korporasi:

sudah tidak mencukupi untuk memenuhi

kewajibannya kepada pihak ketiga, maka

selanjutnya pihak pengurus dapat dimintai

perta nggu ng-jawaba n seca ra tanggu ng-renteng

(haofdelijkeheid proporsional) secara pribadi

dan sampai kepada harta pribadi. Akan tetapi

pihak pemodal (pesero kommanditer, stille

vennooten atau sleeping paftners) khususnya

pada bentuk usaha perseroan kommanditer

(CV), yang hanya inbreng sebagai "investor",

tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban

melebihi modal yang ia masukkan ke dalam

perseroan, kecuali terdapat indikasi dan

terbukti adanya keterlibatan pemodal dalam

mls-managerhent korporasi (menurut kajian

teori piercingthe corporate veil sama seperti
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menanggung beban kerugian pihak ketiga

dimaksud.

Sebagai contoh, pada kasus korporasi

berbentuk CV, yang mengalami kerugian

atau kepailitan, para persero pengurus

atau persero aktif (persero komplementer,

beherend vennoot) dapat dimintai

pertanggungiawaban secara tenggang

rentang proporsional sampai kepada harta

pribadi ketika perseroan mengalami

kerugian atau kepailitan bagi pihak ketiga,

baik perseroan dalam keadaan mis-

manajement ataupun tidak. Namun

sebaliknya para persero passif (pesero

kommanditer, stille vennoten) hanya dapat

dimintai pertanggung jawaban sampai

sebesar modal yang disertakan kedalam

keterlibatan atau turut campurnya persero

passif (sleeprng partnersl

menyebabkan perseroan mengalami kerugian

atau kepailitan.

Berbeda halnya perseroan firma, semua

firman wajib terlibat (akt0 dalam

pengelolaan perseroan sehingga semua

firman bertanggung jawab atas tindakan

perseroan dan kerugian yang dialami

pihak ketiga terhadap perseroan. Oeng#'

demikian apabila perseroan mengalami

kerugian dan asetnya sudah tidak

untuk membayar atau

memberikan ganti kerugian pihak ketiga, maka

semua persero/firman bertanggung jawab

secara tenggang rentang (hootdeltJk

aanspnkelijk).

TERBATAS

Salah satu bentuk badan usaha korporasi yang

dibentuk oleh para pelaku bisnis sebagai

wadah dalam berusaha/berbisnis adalah

perseroan terbatas. Mereka -pelak'u bisnig-

pada umumnya menggunakan perseroan

terbatas sebagai bentuk badan usaha dalam

menjalankan bisnisnya, karena disamping

bentuk pengaturannya cukup memadai, juga

karena le4alentity perseroan terbatas
st@wq

tersebut merupakan bentuk gntrty yang

palirig aman karena merupakan suatu

badan huklrm yang diakui eksistensinya

dan diberikan pengaturan dan perlindungan

secara lengkap oleh Undang-undang

sebagai badan yang profit oriented.

Oleh karenanya pada bagian tulisan

ini akan dikaji mengenai tanggung jawab

Direksi perseroan terbatas selaku

"pengurus" alau organ korporasi. Demikian

juga tanggung-jawab Komisaris serta RUPS

sebagai organ-organ (perseroan terbatas)

lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),

pada suatu perseroan yang berbentul( badan

hukum perseroan terbatas (PT, "perseroan"),

terdapat 3 organ, yaakni Rapat Umum

Pemegang' Saham -RUP$', Direksi dan

Komisaris (UUPT). RUPS (algemene

vergafrerlng van aandeelhouders, genenl

meetlng, of shareholderc) adalah lembaga yang

maradahi para pemegang saham

(st@khotder,'aandeethouder) dan merupakan

organ perseroan )4ang memegang kekuasaan
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memegang t(ewenangan yang

tidak diserahkan kepada Direksi dan

Komisaris. Kemudian Dileksi (Board of

Dfrector, BoD) merupakan organ' perseroan

yang bertanggun$awab penuh atas

pengurusan perseroan (vtductary duty),

mewakili perseroan baik di dalam, maupun di

luar pengadilan berdasarkan anggaran dasar

(lntra vlres). Sedangkan Komisarls (Board of
Commlsloner, BoC atau Board of Trustee)

adalah organ perseroan yang bertanggung-

jawab melakukan pengawasan baik secara

umum maupun khusus serta memberikan

nasihat kepada Direksi dalam menjalankan

perseroan.

Berdasarkan pembagian tugas dan

kewenangan masing-masing organ perseroan

sebagaimana tersebut, apabila perseroan

mengalami kerugian atau pailit yang

menyebabkan perseroan tidak dapat

menanggung beban kewaji[an yang yang

harus dipenuhi, maka pada prinsipnya yang

bertanggung jawab adatah Direksy'anggota

Direksi. Setiap anggota Direksi wajib dengan

itikad baik dan penuh tanggungawab

menjalankan tugas untuk dan kepentingan

perseroan. Apabila anggota Direksi yang

bersangkutan bersalah atau lalai dalam

menjalankan tugas (u/tra vires), maka setiap

anggota Direksi yang bersangkutan

bertanggung jawab penuh secara pribadi atas

kerugian )rang dialami perseroan {sampai

kepada harta pribadi), kecuali dapat dibuktikan

sebaliknya. Direksi merupakan personifikasl

dari pada perseroan terbatas (Ahmad yani &
Gunawan Widjaya hal. 96).

u tidak ada suatu rumusan yang jelas

dan pasti mengenai kedudukan Dlreksi

dalam suatu perseroan terbatas, yang jetas,

Direksi merupakan Badan pengurus

Perseroan yang paling tinggi, karena Direksi

berhak dan berwenang untuk menjalankan

perusahaan, bertindak untuk dan atas nama

Perseroan (baik di dalam maupun di luar

pengadilan) dan ia bertanggung-jawab atas

p$3f;Wpn dan jalannya Perseroan untult

kepentingan dan tujuan Perseroan

$ebagaimana disimputkan dari Pasal 1 angka

4 jo Pasal82 UUPT);

Walaupun',tanggung-jawab Direksi demikian

besar' sebagai pemegang prokurasi

(procuntlehouder) dari RUPS dan harus

bekerja secara professional (selaku dutt of skilt

and carg), bukan berarti bahwa Komisaris

tidak mempunyai tanggung-jawab dan tidak

dapat dim inta i perta nggung-jawa ba n

terjadi kerugian atas perseroan, karena

Komisaris bertugas

kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan

perseroan serta memberikan

kepada Direksi, juga -apabila dalam

anggaran dasar telah ditetapkan pemberian

kewenangan kepada Komisaris untuk

persetujuan kepada

Direksy'anggota Direksi dalam melakukan

suatu perbuatan hukum tertentu, maka

dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan

atas persetujuan Komisaris tersebut-,

Komisaris dapat dimintai pertanggung-

jawaban atas tindakan hukum yang

dilakukan oteL Dlret<si/an1*ota Direksi atas

persetujuan Komisaris.
I

,*"#
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jawab dalanrrSuatu kasus kepailitan atau

kerugian perseroan, sangat tergantung dari

pemeriksanaan hukum dan audit keuangan

(le*at audft alau tinanclat audit) dan aset dari

lawer dan akuntan publik terhadap perseroan

terserbut. Beberapa contoh fakta yang

mestinya diterapkan teori atau doktrin plercing

the corporate vell adalah (misalnya) :

permodalan yang tidak layak; penggunaan

dana perusahaan (korporasi) secara pribadi;

ketiadaan formalitas eksistensi perusahaan;

atau adanya unsur-unsur penipuan dengan

cara menyalah-gunakan badan hukum (Munir

rlf 
pcl4 'l'{

Teori atau doktrin plercln$ the corporate veil

tidak dikenal dalam KUHD, akan tetapi secara

sangat simpel diatur dalam UU Perseroan

Terbatas (UU No. l Tahun 1995). Munis Fuady

(hal. 61) mengemukanan bahwa doktrin

(ptercinE the corporate veil\ ini mengajarkan

bahwa sungguhpun suatu badan hukum

bertanggung-jawab secara hukum hanya

terbatas pada harta atau aset badan hukum

tersebut, akan tetapi dalam hal-hal tertentu

batas tanggung-jawab tersebut dapat ditembus

(pierctn$) sampai kepada harta atau aset para

shareholders ata u ownwers.

Dengan demikian, dalam menjalankan

tugasnya, Direksi diberikan hak dan

kekuasaan penuh, dengan konsekwensi :

setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan

oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan

sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan,

sepanjang mbreka bertindak sesuai dengan

apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar,

n RUPS atau salah satu

pihak/salah seorang atau lebih pemegang

saham, hakekatnya tidak dapat dimintai

pertanggung-jawaban (secara pribadi atau

bersama-sama) atas perikatan yang dibuat

(Direksi) untuk dan atas nama perseroan.

RUPS tidak bertanggung-jawab atas kerugian

perseroan melebihi nilai saham yang telah

diambilnya. Namun berdasarkan teori plerclng

the corponte veil yang, dianut oleh Undang-

undang Perseroan (Pasal 3), statement

tersebut tidak berlaku, aPabila :

a. persyaratan perseroan sebagai badan

hukum belum atau tidak dipenuhi;

b. pemegang saham yang bersangkutan -

"baik langsung maupun tidak langsung-

dengan itikad buruk memanfaatkan

perseroa n semata-mata untuk kepentinga n

pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan

terlibat dalam perbuatan r.nelawan hukum

yang dilakukan oleh perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan

baik langsung maupun tidak langsung

secara melawan hukum menggunakan

mengakibatkan kekayaan perseroan

menjadi tidak cukup untuk memenuhi

utang perseroan;

Dalam hal demikian, maka RUPS, atau

beberapa ataukah salah satu atau lebih

pemegang saham dapat dimintai pertanggung-

jawaban secara pribadi (hoofdelflkl, sampai

kepada harta pribadi. Untuk melihat dan

mengetahui siapa yang paling bertanggung-

v

h'pcro'
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kewenangannya. Selama Direksi tidak

melakukan pelanggaran atas anggaran dasar

perseroan, maka perseroan-lah yang akan

menanggung semua akibat dari perbuatan

Direksi tersebut, termasuk apabila mengalami

kerugian atau kepailitan (sebagaimana

dimaksud dalam doktrin businees Judlement

rule tersebut di atas. Sedangkan bagi tindakan-

tindakan Direksi yang merugikan Perseroan,

yang dilakukan di luar batas kewenangan yang

diberikan kepadanya oleh anggaran dasar

(ultra virus), dapat tidak diakui oleh atau

sebagai tindakan perseroan. Dengan ini,

berarti Direksi bertanggung-jawab secara

pribadi atas setiap tindakannya yang di luar

batas kewenangan yang diberikan dalam

anggaran dasar Perseroan. DemJKan, sehingga

Board of Director atau setiap anggota Direksi

yang bersalah atau lalai dalam menjalankan

tugasnya melakukan kepengurusan perseroan

untuk kepentingan dan usaha perseroan,

akan bertanggung-jawab penuh secara pribadi

untuk seluruh harta kekayaannya.

KEDUDUDKAN HUKUM ANGGOTA DIREKSI

DAI.AM PERSEROAN TERBATAS

Beberapa ilmuan hukum merumuskan

kedudukan Direksi dalam Perseroan sebagai

gabungan dari dua macam perjanjian, yakni,

sebagai perjanJian pemberlan kuasa

(procuratiehouder) disatu sisi; dan sebagai

Perjanjian KerJa (labour agreement) disisi lain.

Menurut Ahmad Yani & Gunawan Widjaja (hal.

99), dalam pelaksanaanya kedudukan hukum

reksi/anggota Direksi harus ditafsirkan

berdasarkan ketentuan dalam pasal 1601c

KUH Perdata yang memberatkan (kedudukan

Direksi dalam Perseroan) pada pelaksanaan

perjanjian-perjanjian tersebut sebagai suatu

perjanjian perburuhan. :

Menurutnya, merumuskan kedudukan Direksi

dalam dua hubungan hukum bukan masalah

sepanjang kedua hubungan hukum tersebut

dapat diterapkan secara konsisten dan

sejalan. Dalam hubungan hukum yang

dirumuskan untuk Direksi tersebut, Direksi -

disatu sisi-'diperlakukan sebagai penerima

kuasa'atau pemegang amanat dari perseroan

untuk menjalankan perseroan sesuai dengan

kepentingannya (yaitu) mencapai tujuan

perseroan sebagaimana telah digariskan

dalam anggaran dasar perseroan, dan -disisi

!aia- diperlakukan sebagai karyawan PEtseroan

(: pekerja/buruh) dalam hubungan atasan dan

bawahan dalam suatu Perjanjian Perburuhan

(:perjanjian kerja) yang mana berarti Direksi

tidak diperkenankan untuk melakukan

sesuatu yang tidak atau. bukan menjadi

tugasnya.

Disinilah sifat pertangoun*-iawaban

renteng dan oertanp$un€-lawaban prlbadi

Direksi menjadi sangat relevan dalam hal

Direksi melakukan penylmpangan atas
ukuasa" dan "perintah" Perseroan, untuk

kepentingan Perseroan, walaupun hubungan

hukum organ€rgan perseroan -termasuk

DireksF, adalah "wilayah hukum" corparate

law.
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mensyaratkan, bahwa anggota Direksi

haruslah orang perorangan. Demikian itu

berarti bahwa sistem hukum Perseroan

lndonesia tidak dikenal adanya pengurus

Perseroan oleh badan hukum perseroan

lainnya, maupun oleh badan usaha lain secara

ex officio (baik yang berbadan hukum, maupun

yang tidak berbadan hukum). Orang

perseorang (yang diangkat menjadi

anggotaDireksi) adalah mereka yang cakap

untuk bertindak dalam hukum, tldak pernah

dinyatakan pailit oleh Pengadilan maupun

menjadi anggota Direksi atau Komisaris

(Perseroan lain) yang pernah dinyatakan

bersalah telah menyebabkan pailitnya

Perseroan terserbut, dan belum pernah

dihukum penjara karena melakukan tindak

pidana yang merugikan keuangan Negara

dalam jangka waktu 5 tahun (terakhir),

terhitung sejak tanggal pengangkatannya.

Dari rumusan tersebut jelas bahwa UUPT lebih

mempertegas status dan kedudukan Direksi

dalam Perseroan, yaitu pada suatu sisi UUPT

masih memperlakukan pembayaran yang

diterima oleh Direksi Perseroan sebagai gaji

yang terbit sebagai akibat hubungan kerJa

majikan - buruh; dan hubungan ini juga

membawa akibat bahwa setiap pemberhentian

Direksi harus dianggap dan diterapkan sesuai

dengan ketentuan mengenai pemutusan

hubungan kerja (phk).

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya lebih lanjut

menyebutkan bahwa rumusan tersebut di

atas tampaknya lahir dalam upaya

melindungi hak-hak Direksi dalam suatu

dinilai- cukup berlebihan

tanpa menyadari bahwa para Direksi

Perseroan ini sebenarnla ,adalah mereka

yang profesional di bidang mereka

masing-masing. Mereka (para 
"anggota

Direksi) ini memperoleh penghasilan

penjualan jasa dan kemampuan mereka

untuk mengelola perusahaan dengan

dan memberikan untung sebesar-besarnya

bagi (para pernegang saham) Perseroan;

dan sebagaimana layaknya seorang

yong-, . profesional dibidangnya, bagi
'mereka (para anggota Direksi) akan

berlaku hukum atam (; hanya yang terbaik

yang. ..akan dipergunakan) yang sudah

selayaknya tidak ada campur-tangan

Pemerintah.

Sifat tanggung-jawab Direksi Perseroan yang

secara pribadi begBnggung- renteng atas setip

perbuatan pengurusan Perseroan yang

dilakukan oleh mereka secara menyimpang

(ultra vires), merupakan refleksi atas

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab atas

seorang karyawan secara pribadi atas

setiap tindakannya yang dilakukan secara

berlainan dari oerintah majikannya menurut

aturan main yang telah ditentukan oleh

majikan tersebut.

Selama Direksi melaksanakan tugas

sebaimana seharusnya (lntrc vires), maka

sudah selayaknyalah tidak dapat dimintai

perta nggu ng-jawa ba n seca ra pribad i, wa la upun

Pasal 1367 '(1) dan (3) KUH Perdata

merumuskan bahwa:

tt#ottwuvvd?TdwwM 33



keruglan yang dlsebabkan karena

perbwtannya sendlrl, tetapi Jula untuk

Reruglan yang dlsebabkan karena

perbuatan orangerang, Wng menjadi

&lnggungannya, atau dlsebabkan oteh

banng-banng yang berada dlbawah

pengawasannya (1367 (1) KUH Per).

b. Majikan-majikan dan mereka

mengangkat orang-orang lain

mewaklli urusan-urusan mereka, adalah

bertanggung-Jawab tentang kerugian yang.

diterbttkan oteh pelayan-pelayan, atau

Mwahan-bawahan mereka dldalam

melakukan pekerjaan untuk mana onng-

orangini dipakainp (1367 (3)KUH Per).

Lebih lanjut, bahwa tanggung-jawab (anggota

Direksi) tersebut berakhir jika mereka (dapat)

membuktikan bahwa mereka tidak dapat

mencegah perbuatan untuk mana mereka'

seharusnya bertanggung-jawab itu (1367 (5)

KUH Per).

Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan (Pasal

1367) sebagaimana tersebut, berlaku pula

untuk hubungan Direksi dengan Perseroan.

Selanjutnya UUPT juga memberikan hak

kepada para pemegang saham (stockholder,

shareholder) untuk menuntut Direktur secara

pribadi atas setiap tindakan Direksi yang

merugikan pemegang saham.

TANGGUNG-JAWAB KORPORASI TERHADAP

PEKERJA

Dalam kaitan dengan hukum ketenagakerjaan,

yang menjadi persoalan adalah bagaimana

kewajiban korporasi terhadap pekerjar/buruh

yang dirugikan, atau belum dibayar

berkenaan dengan hubungan kerja antara

pekerja,/buruh dengan korprasi ?. Demikian

juga seandainya korporasi mengalami kerugian

atau kepailitan, dan aset atau aktivg korporasi

sudah tidak mencukupi untuk membalar

segala hutang-hutang atas perikatan yang

dibuat oleh korporasi, siapakah yang harus

didahulukan pemenuhan pembayarannya ?,

Apa jaminan bagi pekerja/buruh yang merasa

dirugikan karena hak-haknya belum dibayar,

serientara pekerja atau karyawan telah

menyumbahgkan tenaga dan atau pikiran

dalam proses produksi dan turut berperan

serta' dalam kemajuan dan eksintensi

korporadi?. Untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut, harus dilihat dan dikaji

masing-masing bentuk korporasinya dan status

entittynya.

Secara umum, menurut Pasal 1131 dan 1,L32

Burgertijke'Wetboek bahwa pada prinsipnya

semua kebendaan (asset/aktiva) milik

korporasi sebagai debitor, baik berupa benda

bergerak maupun tidak bergerak, baik yang

(sudah) ada maupun yang akan ada di

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk

segala perikatan yang dibuatnya. Kebendaan

tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi

semua kreditur (konkuren un secure creditor).

Hasil penjualan kebendaan debitor dibagi

menurut keseimbangan yakni menurut besar-

kecilnya piutang masing-masing, kecupli

apabila diantara para kreditur terdapat alasan

untuk didahulukan berdasarkan hak istimewa

(previlegie).
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dalam peraturan perundang-undangan

secara komprehensif, termasuk UU

Ketenagakeriaan, Vendu Re$lement, UU

Perpajakan dan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (Bur$ertiike Wetboekl, khususnyS'

Pasal 1139 dan 1149, serta UU lainnya yang

Menurut Pasal tLst jo 1136 KUH

Perdata, termasuk dalam kelompok kreditur

separatis adalah hipotik, gadai, hak

tanggungari, fidusia dan lain-lain. Kreditur

separatis tersebut kedudukannya lebih

tinggi daripada hak istimewa pada kreditur

preferen.

Sedangkan kreditur preferen adalah kreditur

yang oleh undang.undang diberikan hak untuk

didahulukan pembayarannya semata-mata

berdasarkan sifat piutangnYa.

Dan termasuk datam kreditur preferen adalah

kreditur atas piutang-piutang yang

diistimewakan terhadap benda-benda tertentu

dan kreditur yang mempunyai hak-hak

istimewa atas semua benda-benda bergerak

dan tidak bergerak pada umumnya, demikian

juga pajak-pajak, hutang kepada Negara dan

upah buruh. Siapakah yang terlebih dahulu

dipenuhi hak-haknya diantara para kreditur

)4ang diistlmewakan, hal ini sangat tergantung

dari sifat-sifat hak istimewanyaa berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Yang jelas

bahwa diantara para kreditur preferen

pemenuhan hak-hak pekerja/buruh dilakukan

seielan kewajiban kepada negara (: pajak),

biap perkara, bialaa lelangtelah dipenuhi.

, dipenuhi kewajiban

semua kreditur yang tingkatannya sama

dibayar secara proporsional yang lazim disebut

sebaga i kred itur kon ku ren ( unsecure creditorl.

Dengan kata lain, bahwa untuk memenuhi

kewajiban korporasi terhadap semua

kreditur atau pihak-pihak yang berpiutang,

pada prinsipnya kreditur/siberpiutang harus

dipisahkan menurut tingkatan kelasnya.

Tingkatan kreditur ada tiga macam kelas

yang pemenuhan hak-haknya dipenuhi

sesuai dengan urutannya, yakni Rredftur

separats, kredltur preferen dan kredltur

konhuren. Kreditur separatis (secure creditor)

harus diutamakan pemenuhan hak-haknya

daripada kerditor preferen. Demikian juga

kreditur preferen harus lebih diutamakan

pemenuhan hak-haknya dari pada kreditur

konkuren. Pekerja/buruh adalah termasuk

kreditur preferen *aiaupun UU

Ketenagakerjaan (Pasal 95 ayat (5) UUK)

mendudukkan kreditur pekerja/buruh sebagai

kreditur (preferen) yang lebih diutamakan pada

saat perusahaan dinyatakan pailit atau

likuidasi. Dengan demikian berdasarkan

urutan tingkatan kreditur tersebut, hak-hak

pekerja/buruh dipenuhi apabila (para) kreditur

separatis sudah dipenuhi oleh korporasi.

Sebaliknya hak-hak pekerja/buruh -yang

termasuk dalam kreditur preferen- harus

terlebih dahulu dipenuhi sebelum memenuhi

persoalannya adalah siapa sajakah yang

termasuk dalam kreditur

tersebut ?.
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berada pada urutan keempat dalam kelompok

kreditur preferen.

PENUTUP

Sebagai penutup dari tutisan ini dapat

disimpulkan bahwa tanggung-jawab pelaku

usaha dalam hal mengalami kerugian atau

kepailitan dan bahkan apabila merugi atau

pailit atau bahkan sampai dilakukan tikuidasi,

baik sebagai soleproprietor atau bersama-

sama dalam suatu korporasi atau assosiasi,

sangat tergantung dari bentuk usahanya dan

memorandum of association para pihak yang

terlibat. Dengan lain perkataan, masing-masing

bentuk usaha yang dipilih oleh pelaku usaha

rnempunyai pegaturan dan cara penyelesaian

yang telah diatur dan ditentukan dalam

peraturan- perundang-undangan, yaitu

Seberapa besar tanggung-jawab pelaku usaha

atas kerugian dan kepailitan. suatu (badan)

usaha, akan mempengaruhi besarnya

tanggung-jawab pelaku usaha yang harus

diemban.

Sebagai organ Perseroan, Direksi melakukan

pengurusan atas Perseroan dan bertanggung-

jawab penuh atas kegiatan pengurusan

Perseroan untuk kepentingan, dan untuk

mencapai tujuan- Perseroan, serta mewakili

Perseroan dalam segala tindakannya, baik di

dalam maupun di. fugr.Pengaditan (persona

standi ini judicio).

Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap

Perseroan tersebut, Direksi tidak hanya

bertanggung-jawabterhadap Perseroan dan

juga terhadap pihak (keilga) yang mempunyai

hubungan hukum dan terkait dengan

perseroan, baik langsung maupun tidak

langsung dengan Perseroan.

Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa

yang melaksanakan

rkan kepercayaan yang diberikan oleh

pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan

perjanjian pemberlan kuasa dan penturan

per:UU yang berlaku, Direksi (sebagai

pemegang flduclary dutles dari shareholders

Perseroan) bertanggung-jawab penuh atas

pengurt san dan pengelolaan Perseroan untuk

kepentinilan dan tujuan Perseroan, dan untuk

menjalankan tugas dan kewajiban yang

diemban dengan i'tikad baik, sesuai dengan

keteentuan yang diberikan oleh anggaran

dasar Perseroan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak

pekerja atau karyawan apabila terjadi kerugian

atau kepailitan atau penutupan perusahaan,

hak pekerja/buruh dilakukan setelah hak-hak

kreditur separatis telah dipenuhi. Pekerja atau

karyawan adalah merupakan kreditur preferen

setelah biaya-biaya lelang, kewajiban-

kewajiban kepada Negara, biaya-biaya

penguburan, pengobatan dan perawatan fiika

ada), semuanya telah dipenuhi.

Demikia n kiranya, semoga bermanfaat.

'uVwar U,asi,^+. Xasubag Kr^strltasi t+!fu^rv, ELro l*suuW
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furilndungan Hukum
. TRAFFIKING PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA'

Beserta furm*alalannya

Perserikatan Bangsa-Bangsa (pBB) adalah

untuk mencegah, memberantas dan

menghukum perdagangan manusia khususny/
perempuan dan anak yang didefinisikan

sebagai upaya perekrutan, pengangkutan,

pemindahan, penampungan atau penerimaan

seseorang, dengan ancaman atau penggunaan

kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan

lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan

ataupun memberi atau menerima bayaran

atau manfaat sehingga memperoleh

persetujuan dari orang yang memegang

kendali atas orang lain, untuk tujuan

ekploitasi. Ekploitasi setidaknya metiputi

ekploitasi lewat memprostitusikan orang lain

atau bentuk-bentuk ekploitasi seksual lainnya,

kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau

praktik-praktik lain yang serupa dengan

perbudakan, penghambaan atau pengambilan

organ tubuh.

Mencermati definisi traffiking tersebut, maka

spektrum tindakan yang dapat dikategorikan

sebagai traffiking sangailah luas. Tidak

hanya pemakai. tenaga anak-anak yang

dapat dituduh sebagai pelaku traffiking, tetapi
juga perekrut, penyalur, penampung dan

semua pihak yang ikut andit. Traffiking juga

meliputi berbagai tujuan )€ng intinya

eksploitasi.

pada situasi buruk (hazardous work) seperti di

industri pabrik, perkebunan, perikanan,

pertanian, jalanan, pembuangan sampah, dan

pertambangan dapat dikategorikan sebagai

tindak traffiking. Penjualan balita maupun

organ tubuh baik di dalam negeri maupun di

luar negeri juga termasuk ke dalam tindak

traffiking. Perdagangan anak untuk tujuan

seksual . komersial dan pembantu rumah

tangga pun dapat dikategorikan sebagai

traffiking. lronisnya, semua tindakan yang

dikategorikan traffiking tersebut ditengarai

terjadi di lndonesia dari tahun ke tahun tanpa

ada rencana penanganan yangjelas.

Kasus traffiking yang terjadi ini bahkan

dilaporkan melibatkan sindikat internasional,

oknum-oknum di pengadilan, Ditjen lmigrasi,

dan departemen serta warga Negara Amerika

Serikat. Artinya, bahkan pihak png seharusnya

berperan mencegah traffiking, justru terlibat di

dalamnya. Kasus ini tidak hanya berupa

penjualan balita, tetapi juga penelantaran

setelah 'diadopsi'. Hal ini menimbulkan

keprihatinan dari berbagai pihak, dan kasus ini

sudah banyak terjadi di lndonesia sebelumnya.

Laporan Komisi Nasional (Komnas)

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa angka

penjualan anak dan balita png melibatkan

sindikat internasional jumlahnya terus
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kasus berhasil dibongkar aparat kepolisian.

Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun

2004 menjadi t92 kasus.

. Penjualan anak merupakan bentuk

terburuk dari pelanggaran hak asasi manusia.

Penjualan anak jelas akan membahayakan

keselamatan dan masa depan anak karena

anak-anak rentan untuk dimanfaatkan,

dipekerjakan, dan diekploitasi. Catatan

Komnas Perlindungan Anak, hingga akhir

tahun 2004 menyebutkan bahwa kasus-kasus

traffiking dengan berbagai bentuk banyak

terjadi di lndonesia. Sebanyak 6,5 juta anak

usia 10 sampai 14 tahun terpaksa bekerja

pada situasi buruk (hazardous work)

diberbagai sektor seperti perindustrian,

perkebunan, pertanian, perikanan, jalanan,

pembuangan sampah, dan pertambangan.

Jumlah . itu termasuk 1,5 juta anak yang

terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah

tangga. Jumlah ini naik sangat signifikan

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan

Yayasan Kesejahteraan Anak lndonesia,

khususnya untuk pekerja anak sebagai

pembantu rumah tangga, jumlahnya terus

mengalami kenaikan dari 31O.378 anak pada

tahun 1999 menjadi 60O.O00 anak pada

tahun 20O1.

Selain itu, anak juga rentan diperdagangkan

untuk tujuan seksual komersial. Menurut

laporan Komnas Perlindungan Anak, jumlah

korban perdagangan anak untuk tujuan

seksual komersial dan prostitusi mengalami

peningkatan.

n 30 persen dari penghuni

bordil di lndonesia adalah perempuan berusia

18 tahun kebawah atau setara dengan 200-

300 ribu anak. Bahl<an di Malaysia dilaporkan

terdapat 6.750 pekerja seks komersial,

dimana 62,7 % dari jumlah tersebut atarl

sekitar 4.2OO orang berasal dari lndonesia,

dan sebanyak 40 % dari jumlah itu adalah

anak-anak berusia 13-18 tahun.

Belum tuntasnya peraturan mengenai

perdagangan anak (traffiking) menyebabkan

masih maraknya tindak kejahatan traffiking.

Rancangan Undang-undang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang hingga saat

ini belum selesai dibahas Pemerintah dan

DPR-RI.

Hingga sampaisaat ini berbagai upaya legislasi

telah ditempuh namun belum

menunjukan hasil yang memuaskan.

Berbagai upaya legislasi yang telah

dilakukan dalam rangka memberantas

dan mencegah traffiking pada anak

diantaranyaa :

1,. Undang-undang Republik lndonesia

Nomor 20 Tahun 1999 Tentang

Pengesahan ILO Convention No. 138

Concerning Minimum Age for Admission to

Employment (Konvensi ILO Mengenai

Usia Minimum Untuk Diperbolehkan

Bekerja).

Konvensi ini mengatur batasan usia

minimum untuk diperbolehkan bekerja

. yang berliku di semua seKor yaitu 15

(lima belas) tahun.
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1 Tahun 200O Tentang Pengesahan ILO

Convention No. t82 Concerning the

Prohibition and lmmediate Action For the

Elimination of The Worst Forms of Child

Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai

pelarangan dan tindakan segera

penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk untuk anak). 
1

Pengertian "bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk untuk anak" menurut konvensi ini

adalah :

segala bentuk perbudakan atau praktik

sejenis perbudakan, seperti penjualan

dan perdagangan anak, kerja ijon (debt

bondage), dan penambaan serta kerja

paksa atau wajib kerja, termasuk

pengerahan anak secara paksa atau

wajib untuk dimanfaatkan dalam

konflik bersenjata.

pemanfaatan, penyediaan atau

penawaran anak untuk pelacuran,

untuk produksi pornografi, atau untuk

pertunjuka n-pertu njukan porno.

pemanfaatan, penyediaan atau

penawaran anak untuk kegiatan

terlarang khususnya untuk produksi

dan perdagangan obat-obatan

sebagaimana diatur dalam perjanjian

internasiona I yang relevan.

pekerjaan yang sifat atau keadaan

tempat pekerjaan itu dilakukan dapat

keselamatan, atau moral anak..

ang Nomor 23 Tahun

Tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun

Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 Tah$n

2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan

bahwa siapapun dilarang mempekerjakan

dan melibatkan anak pada pekerjaan-

pekerjaan yang terburuk diantaranya segala

pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan

sqjenisnya, segala pekerjaan yang

.memanfaatkan, menyediakan, atau

menawarkan anak untuk pelacuran, produksi

pornofrati, pertunjukan porno, atau perjudian,

segala 'pekerjaan yang memanfaatkan,

menyediakan, atau melibatkan anak untuk

produksi dan perdagangan minuman keras,

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,

semua pekerjaan yang membahayakan

kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Disamping legislasi sebagaimana disebutkan

diatas, juga terdapat berbagai lembaga yang

mengurus masalah anak, seperti Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Anak. Di

tataran Keputusan Presiden, Pemerintah telah

menerbitkan Keputusan Presiden Republik

lndonesia Nomor 88 Tahun 2OO2 tentang

Rencana Aksi Nasional Penghapusan

Perdagangan Perempuan dan Anak dan

Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor

40 Tahun 2OO4 tentang Rencana Aksi

Nasional HAM Tahun 2OO+2OO9.
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